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MOTTO 
 
 
 ْنِم َُسأَْيي َلَ ُهَِّنإ ۖ ِ َّاللَّ ِحْوَر ْنِم اوَُسأَْيت َلََو ِهيَِخأَو َفُسُوي ْنِم اوُسَّسََحَتف اُوَبهْذا َِّيَنب َاي
 َنوُِرفاَكْلا ُمَْوقْلا َِّلَإ ِ َّاللَّ ِحْوَر 
 
“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan 
saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 
yang berputus ada dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir.” 
Qs. Yusuf ayat : 87 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 
158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1998. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik 
di atas) 
ج jim J Je 
ح h}a H{ Ha (dengan titik 
ix 
 
di bawah) 
خ kha Kh Ka dan Ha 
د dal D De 
ذ zal z\ Zet (dengn titik 
di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es dan ye 
ص s}ad S{ Es (dengan titik 
di bawah) 
ض d}ad D{ De (dengan titik 
di bawah) 
ط t}a T{ Te (dengan titik 
di bawah) 
ظ z}a Z{ Zet (dengan 
titik di bawah) 
ع ‘ain ...<’.... Koma terbalik 
di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
x 
 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’.... Apostrop 
ى ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lembangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fath}ah a a 
 Kasrah i i 
 Dammah u u 
  
 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 أ .....ى  Fath}ah dan ya Ai A dan I 
أ ......و  Fath}ah dan 
wau 
Au A dan U 
 
Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanga sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
 أ .....ي  Fathah dan alif a> a dan garis di 
xii 
 
atau ya atas 
 أ ......ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
 أ .....و  Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di 
atas 
 
Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لرقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh  : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauda}ah al-at}fa>l/raud}atul atfa>l 
2 ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasdid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddh tersbut dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 
ganda) yang diberi tanda Syaddah. 
Contoh  : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
xiv 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan 
huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta’khuduna 
3. ؤنلا An-Nau’u 
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8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arahnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No. Kalimat Arab Transliterasi 
1. حم اموملوسرلَإ د  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر اللَّ دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil ‘a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
xvi 
 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh : 
No. Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخ وهل اللَّ نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa 
innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
2. نازيملاو ليكلااوفوأف Fu aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
Akhiroh Nurul Hidayah, NIM : 16.21.2.1.127 Penelitian ini mengkaji 
tentang “Tinjauan Istih}sa>n Terhadap Hubungan Perdata antara Anak Luar 
Pernikahan dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010”. Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya pro dan kontra 
mengenai hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana diperuntukan 
untuk semua jenis anak yang lahir di luar pernikahan yaitu anak siri, anak 
sumbang dan anak zina.  Masalah selain itu adalah adanya perbedaan pengertian 
anak luar pernikahan di dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apa saja hak keperdataan yang diperoleh anak luar 
pernikahan dari ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan 
meninjaunya menggunakan konsep Istih}sa>n apakah sesuai atau bertentangan 
dengan hukum Islam dan hukum positif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
bahan hukum primer berupa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Ushul Fiqh, 
sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku dan jurnal yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 
metode dokumentasi yang dianalisis dengan metode deskriptif secara kualitatif 
kemudian dengan menggunakan metode deduktif.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak keperdataan anak luar 
pernikahan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 baik dalam hukum Islam 
maupun hukum positif sama-sama mendapatkan hubungan keperdataan setelah 
dilakukannya pengakuan anak oleh ayah biologisnya. Namun, adanya pengakuan 
anak ini tidak menjadikan anak yang lahir di luar pernikahan menjadi anak sah 
kecuali, anak luar pernikahan yang dibolehkan untuk diakui (anak siri). Sehingga 
hak keperdataan yang diperoleh sifatnya terbatas dengan hanya mendapatkan 
pemenuhan hak nafkah dan hak pemeliharaan. Sedangkan untuk hak nasab, waris 
dan perwalian tidak bisa didapatkan karena bertentangan dengan nash dan 
peraturan sebelumnya yang sifatnya mutlak. Kemudian untuk tinjauan Istih}sa>n 
terhadap hubungan keperdataan antara anak luar pernikahan dengan ayah 
biologisnya baik dalam konsep hukum Islam maupun hukum positif tidak dapat 
diterapkan karena bertentangan dengan Sadd al-Dzari’ah di mana hal ini dapat 
membawa keperbuatan yang haram yaitu melegalkan adanya hubungan perzinaan. 
Namun, untuk anak luar pernikahan yang bisa diakui (anak siri) ini dapat menjadi 
anak sah kemudian mendapatkan seluruh hak keperdataannya dan konsep Istih}sa>n 
bisa diterapkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. 
Kata kunci : Istih}sa>n, hubungan perdata, anak di luar pernikahan yang sah, 
putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 
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ABSTRACT 
 Akhiroh Nurul Hidayah, NIM : 16.21.1.127 This study examines “The 
Istihsan’s Perspective on The Civil Relationship between Children Outside 
Marriage with Biological Father After The Decision of The Constitutional Court 
Number 46/PUU-VIII/2010”. The background of this study is the results of the 
pros and cons regarding the results of the Constitutional Court Decision No. 46 / 
PUU-VIII / 2010 which is intended for all types of children born out of wedges, 
namely siri children, discordant children and adultery children. Other problems 
besides that are big problems in marriage in positive law and Islamic law. This 
study discusses to find out what civil rights are obtained by children from 
biological marriage after Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 
and review it using the concept of Istihsan that is needed or in accordance with 
Islamic law and positive law. 
This type of research is library research using primary legal material in the 
form of MK Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 and Usul Fiqh, while the 
secondary legal material in the form of books and journals relating to the problem 
under study. The data collection technique uses the documentation method which 
is analyzed by descriptive method qualitatively then by using the deductive 
method. 
The results of this study are that the civil rights of children outside of 
marriage after the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 both in 
Islamic law and positive law both have civil relations after the recognition of the 
child by his biological father. However, the recognition of this child does not 
make a child born outside of marriage a legitimate child unless, an out-of-
marriage child is permitted to be recognized (a serial child). So that civil rights 
obtained are limited by only getting fulfillment of maintenance rights and 
maintenance rights. As for the right to passage, inheritance and trusteeship can not 
be obtained because it is contrary to the texts and previous regulations that are 
absolute. Then for Istihsan's review of civil relations between children outside of 
marriage with biological fathers both in the concept of Islamic law and positive 
law cannot be applied because it contradicts Sadd al-Dzari'ah where this can lead 
to illicit acts, which is to legalize adultery relations. However, for children outside 
of marriage who can be recognized (Siri children) can become legitimate children 
then get all their civil rights and the concept of Istihsan can be applied and does 
not conflict with Islamic law and positive law 
Keywords : Istih}sa>n’s, Civil Relations, child outside marriage, Constitutional 
Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan 
kelamin dan untuk memiliki keturunan yang sah guna melanjutkan generasi 
sehingga suami isteri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin 
atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang 
bahagia.
1
 Pengertian mengenai perkawinan ini terdapat di dalam UU Nomor 1 
Tahun 1974 Pasal 1 yang berisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
2
 Pengertian ini diperkuat dengan peraturan yang ada di dalam KHI 
Pasal 2 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan  
gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.
3
 
Dalam kehidupan pernikahan atau rumah tangga setiap orang selalu 
ingin mendatangkan kemaslahatan, salah satunya yaitu dengan melanjutkan 
keturunan. Keturunan di dalam rumah tangga ini  adalah anak yang kelak akan 
menjadi generasi penerus. Anak diartikan sebagai generasi kedua atau 
                                                          
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 
hlm. 10-13. 
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
3
 Kompilasi Hukum Islam. 
2 
 
 
 
keturunan pertama, di mana anak merupakan hasil dari perkawinan antara 
suami dengan isteri.
4
 Anak merupakan salah satu wujud sosial yang wajib 
mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan haknya, sehingga anak dapat 
tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas.
5
 
Anak di dalam hubungan perkawinan ini digolongan menjadi beberapa 
pembagian, yaitu: anak kandung, anak tiri, anak sumbang, anak angkat, anak 
luar kawin yang diakui, dan anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram 
jadah).
6
 Peraturan mengenai kedudukan anak di dalam perkawinan ini diatur 
di dalam Pasal 42 dan Pasal 43 yang menyebutkan bahwa anak yang sah 
adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 
Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
7
 Hal ini ditegaskan di 
dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. 
Di dalam peraturan, anak sah dengan anak luar kawin ini memiliki 
kedudukan yang berbeda sehingga akibat dari hubungan perdata yang 
ditimbulkan juga berbeda. Hubungan perdata dalam hal ini diartikan sebagai 
hubungan nasab atau pertalian darah, nafkah, wali dan mewaris.
8
 Hubungan 
perdata ini merupakan salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum 
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yang diberikan dari orang tua kepada anak sebagai pemenuhan hak anak. Di 
dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini 
menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
9
 
Mengenai hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah 
biologisnya ini terjadi perubahan pasca adanya Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010. Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 menyatakan bahwa 
Pasal 43 ayat (1) tidak berlaku lagi dengan mengeluarkan putusan No. 
46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-
laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 
Dalam Hukum Islam sendiri telah diatur mengenai hubungan antara 
anak dengan orang tuanya, di mana disebut dengan pertalian darah atau nasab. 
Dalam hal ini mengenai anak luar kawin di dalam hukum Islam disebutkan 
bahwa anak hasil hubungan zina (anak di luar nikah) tidak dinasabkan ke 
bapak biologis, tidak ada hubungan saling mewarisi, dan tidak ada wali 
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nikah.
10
 Dalil lain yang menegaskan hal itu adalah hadis Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan, 
 يبنلا ىََضق ٍة َّرُح ْنِم َْوأ ، َاهِْكلَْمي َْمل ٍةََمأ ْنِم َناَك ْنَم ََّنأ َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص
 ُثَِري لاَو ِهِب ُقَحَْلي لا ُهَِّنَإف َاِهب ََرهاَع
11
 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi keputusan bahwa anak 
dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina 
dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak 
mewarisinya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dihasankan Al-Albani serta Syuaib Al-
Arnauth). 
Sedangkan di dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak 
menjelaskan arti kata-kata hubungan perdata secara rinci apakah mencakup 
pengertian nasab (hubungan darah), nafkah, wali dan mewaris atau tidak. 
Hakim MK memberi penjelasan bahwa yang termasuk anak luar kawin 
adalah anak luar kawin siri, hasil zina maupun anak incest. Dengan demikian 
dapat diartikan bahwa semua anak luar kawin ini dapat mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya dan keluarga 
ayah biologisnya. Bahwasannya isi putusan MK tersebut banyak 
menimbulkan pro dan kontra karena disatu sisi menimbulkan perlindungan 
hukum bagi anak luar kawin namun, disatu sisi hal ini bertentangan dengan 
ketentuan Syariat Islam.
12
 Anak luar kawin yang dimaksudkan oleh penulis 
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sama dengan anak yang di lahirkan di luar pernikahan atau anak luar nikah. 
Karena anak di luar pernikahan baik di dalam Hukum Islam maupun Hukum 
Positif memiliki pengertian yang berbeda dan Putusan MK tersebut tidak 
menyebutkan pengertian anak luar kawin yang dimaksudkan di dalam 
putusan tersebut secara jelas. 
Dengan adanya penjelasan dari Hakim MK yang menyatakan bahwa 
yang termasuk anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan 
adalah anak siri, anak zina maupun anak sumbang dan adanya perbedaan 
makna anak luar pernikahan di dalam hukum Islam dan hukum positif maka, 
dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai “Tinjauan Istih}sa<n 
Terhadap Hubungan Perdata Antara Anak Luar Pernikahan dengan Ayah 
Biologisnya Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010” dengan melihatnya 
dari sisi manfaatnya. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hak keperdataan anak luar pernikahan pasca Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010? 
2. Bagaimana tinjauan Istih}sa>n terhadap hubungan perdata antara anak luar 
pernikahan dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010? 
C. Tujuan Penelitian 
Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian 
ini adalah: 
6 
 
 
 
1. Untuk mengetahui hak keperdataan anak luar pernikahan di dalam 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 
2. Untuk mengetahui tinjauan Istih}sa>n terhadap hubungan perdata antara 
anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010. 
D. Manfaat Penelitian 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat 
sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah khasanah keilmuan para pembaca, khususnya 
mengenai hak keperdataan apa saja yang dimiliki anak luar 
pernikahan setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 
b. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan bagi para peneliti lebih lanjut 
terhadap tinjauan Istih}sa>n terhadap hubungan perdata antara anak 
luar pernikahan dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010. 
2. Manfaat Praktis 
Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama yang ingin 
mengetahui hubungan keperdataan anak luar pernikahan dengan ayah 
biologisnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan sebagai 
bentuk perlindungan hukum bagi anak luar pernikahan tersebut serta 
sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan studi Hukum 
7 
 
 
 
Perdata khususnya di Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam yang 
berhubungan dengan hak keperdataan dan perlindungan hukum seorang 
anak yang dilahirkan di luar pernikahan. 
E. Kerangka Teori 
1. Anak Luar Kawin 
Golongan anak secara hukum terdapat beberapa pembagian, yaitu: 
anak kandung, anak tiri, anak sumbang, anak angkat, anak luar kawin 
yang diakui, dan anak luar kawin yang tidak diakui (anak haram jadah). 
Mengenai anak luar kawin didefinisikan sebagai anak yang lahir dari 
orang tua yang tidak menikah secara sah secara hukum negara. Oleh 
kedua orang tuanya, anak tersebut dapat diakui sebagai anak ketika orang 
tuanya kawin secara sah baik agama maupun negara. Apabila 
pengakuannya tersebut tidak dilakukan, maka tetap saja anak tersebut 
menjadi anak luar kawin (yang tidak diakui). Dalam banyak hal, hukum 
mempersamakan antara anak luar kawin yang diakui dengan anak 
kandung yang sah. Akan tetapi, sistem hukum adat maupun hukum Islam 
tidak mengenal lembaga “pengakuan anak” sehingga anak-anak tersebut 
selamanya anak luar kawin, sehingga dia hanya dapat mewaris dari ibu 
kandungnya.
13
 Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan 
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sukarela dan yang dipaksakan (atas putusan Pengadilan karena gugatan 
anak luar kawin).
14
 
Tentang anak luar kawin terdapat 2 jenis, yaitu: anak yang lahir 
dari ayah dan ibu antara orang-orang yang tidak terdapat larangan kawin 
dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena 
sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-undang atau jika salah satu dari 
ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain (anak zina dan 
sumbang).
15
 
Dalam Pasal 250 KUHPer disebutkan bahwa anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan adalah tidak sah, namun anak yang demikian itu 
kemudian bisa disahkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 272 
KUHPer. Anak yang dibuahkan di luar perkawinan kemudian dapat 
disahkan dengan perkawinan antara si ibu dan si ayah dengan ketentuan 
bahwa apabila anak itu ada sebelum perkawinan maka diakui oleh si ayah 
dan si ibu dan dapat juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam akta 
perkawinan si ayah dan si ibu itu sendiri. Kemudian untuk anak yang 
dibuahkan dalam zina atau dalam sumbang tidak dapat disahkan.
16
 
Anak yang lahir di luar perkawinan itu dapat menjadi anak sah jika 
kedua orang tuanya kemudian menikah secara negara dan setelah mereka 
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atau keduanya mengakui anak tersebut atau jika pengakuan itu dengan 
akta perkawinan itu sendiri yang termuat di dalam Pasal 271 KUHPer. 
Pengakuan terhadap seorang anak dapat dilakukan dengan cara sesuai 
Pasal 281 yaitu dengan pengakuan dalam akta kelahiran anak, dalam akta 
perkawinan ayah dan ibu yang kemudian kawin, dalam akta yang dibuat 
oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar 
kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta yang kemudian pengakuannya 
dicatatkan dalam akta kelahiran anak dan dalam akta otentik lain.
17
 
2. Hubungan Keperdataan 
Hukum perdata menganut asas bahwa seorang anak luar kawin 
dapat memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya 
setelah mendapatkan pengakuan, hal ini sesuai dengan Pasal 280 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa “dengan pengakuan terhadap anak luar 
kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau 
ibunya” sehingga hukum perdata menganut prinsip bahwa hubungan 
perdata tidak terjadi dengan sendirinya. Pengakuan terhadap anak 
merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum, sebab 
dengan adanya pengakuan maka muncullah status dan hak bagi anak 
terhadap hukum perdata. Seorang anak yang tadinya tidak memiliki hak 
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apapun terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris 
dan hak keperdataan lainnya.
18
 
Hubungan antar seorang anak dengan orang tuanya dalam konsep 
hukum Islam dikenal dengan istilah nasab. Wahbah Al-Zuhaili 
mendefinisikan nasab dengan suatu sandaran yang kokoh untuk 
meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau 
pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lainnya. Orang-
orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah 
misalnya dari kakek ke ayah ke anak. Hubungan nasab selain didasarkan 
atas hubungan darah, juga didasarkan atas ketentuan hukum syara’ 
sehingga hubungan tersebut menjadi sangan kuat. Nasab ini juga menjadi 
jaminan untuk terlaksananya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, 
pihak anak dan pihak orang tua. Hak dan kewajiban ini berlaku secara 
timbal balik dan dapat saling menuntut. Hubungan nasab ini sangat 
berpengaruh sekali terhadap hak-hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: 
hak nasab, hak persusuan, hak hadanah, hak perwalian, dan hak nafkah.
19
 
3. Perlindungan Anak 
Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 
termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, sehingga setiap anak berhak atas 
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 Yufi Wiyos R.M, “Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan 
Dengan Laki-laki Sebagai Ayahnys”, Jurnal Pengembangan Masyarrakat Islam, 
(Lampung) Vol. 9 (2), 2016, hlm. 36-37. 
19
 Ibid., hlm. 37. 
11 
 
 
 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak 
mendapat perlindungan hukum.
20
 Peran yang diperlukan dalam 
perlindungan anak adalah negara, orangtua, keluarga dan masyarakat. 
Dimana orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk 
menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang 
dibebankan oleh hukum. Sedangkan negara bertanggung jawab untuk 
memberikan fasilitas dan aksebilitas bagi anak. Peraturan khusus yang 
mengatur mengenai perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, namun selain itu peraturan 
mengenai hak anak juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.
21
 Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai 
upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 
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anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
22
 
Perlindungan anak diharuskan dilakukan sedini mungkin, dimana 
terhitung sejak bayi masih dalam kandungan (janin) sampai tumbuh 
berkembang menjadi anak berumur 18 tahun. Perlindungan hukum bagi 
anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) 
Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum 
terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.
23
 
Khusus untuk perlindungan anak, UUD 1945 melindunginya di dalam 
Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Namun, secara 
keseluruhan Hak Asasi Anak terdapat di dalam Pasal 28 UUD 1945. 
4. Istih}sa>n 
Istih}sa>n secara bahasa berarti menganggap sesuatu menjadi baik. 
Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan qiya>s yang nyata untuk 
menjalankan qiya>s yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan 
hukum kulli untuk menjalankan hukum istisna (pengecualian) disebabkan 
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ada dalil yang menurut logika membenarkannya.
24
 Dasar Hukum Istih}san 
adalah : 
Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah: 185 
.... َرـْسُعْلا ُمُِكب ُدْيُِري َلاَو َرـُْسيْلا ُمُِكب ُ َّاللَّ ُدـْيُِري....
25
  
....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu....  
Istih}sa>n dilihat dari sisi pengambilan dalil atau disebut dengan 
sandaran Istih}sa>n maka dapat diklasifikasikan menjadi:26 
a. Istih}sa>n dengan sandaran qiya>s khafiy (Istih}sa>n bi al-qiya>s al-khafiy) 
b. Istih}sa>n dengan sandaran nash (Istih}sa>n bi al-Nas}h) 
c. Istih}sa>n dengan sandaran ijma’ (Istih}sa>n bi al-Ijma’) 
d. Istih}sa>n dengan sandaran darurat (Istih}sa>n bi al-D}aruri>) 
e. Istih}sa>n dengan sandaran mashlahah (Istih}sa>n bi al-Mas}hlahah) 
f. Istih}sa>n dengan sandaran ‘Urf (Istih}sa>n bi al-‘Urf) 
F. Tinjauan Pustaka 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh  Danu Aris Setiyanto pada tahun 
2013 dengan judul “Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Menurut 
Fikih dan Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) Tanggal 17 Februari 2012”. Penelitian 
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ini berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tidak bertentangan dengan fikih apabila hanya dilihat dari latar 
munculnya putusan tersebut dalam hal keperdataan anak luar kawin. Namun, 
putusan tersebut menimbulkan polemik karena anak luar kawin dalam 
putusan MK dapat ditafsirkan hanya untuk anak hasil perkawinan siri. 
Sehingga anak luar kawin dalam hukum Islam menurut putusan MK tersebut 
memiliki hak keperdataan di mana hal ini bertentangan dengan ketentuan 
fikih. Keputusan MK tentang judicial review atas UU Perkawinan Pasal 43 
ayat (1) lebih menjamin hak seorang anak untuk mendapat pengakuan dari 
ayahnya.
27
 Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tinjauannya yang 
menggunakan Istih}sa>n dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hal 
hubungan keperdataan antara anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Tho’i Uzzulfa pada tahun 2013 
dengan judul “Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status 
Anak Di Luar Nikah (Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini 
berkesimpulan bahwa pertimbangan dasar hukum yang digunakan Hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara No. 46/PUU-VIII/2010 adalah 
bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final, bahwa pemohon perkara adalah WNI yang 
mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 di mana hak 
                                                          
27
 Danu Aris Setiyanto, “Hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan Menurut Fikih 
dan Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010) Tanggal 17 Februari 2012”, Skripsi, 2013, Surakarta, Fakultas Syari’ah dan 
Ekonomi Islam IAIN Surakarta 
15 
 
 
 
tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan 
Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan bahwa dirasa tidak adil 
jikalau seorang anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan MK ini bersifat multitafsir 
karena anak luar kawin yang dimaksudkan tidak hanya anak hasil nikah sirri 
melainkan juga anak hasil zina di mana menurut MUI putusan ini 
bertentangan dengan ajaran islam.
28
 Perbedaan dengan penelitian penulis 
yaitu lebih membahas mengenai hubungan perdata antara anak luar 
pernikahan dengan ayah biologisnya dengan tinjauan Istih}sa>n di dalam 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana menurut putusan tersebut 
anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah baik secara agama maupun 
negara bertentangan dengan ajaran Islam. 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Feri Mahendra pada 
tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus 
Keperdataan Antara Anak dan Orang Tua (Studi Putusan MA 
492K/AG/2012)”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa permasalahan antara 
anak dan orang tua dibawa di pengadilan dalam perkara tersebut di MA, 
memang seharusnya permasalahan tersebut dibawa ke Pengadilan Agama 
Malang karena kedua belah pihak beragama Islam dan dalam gugatan 
tersebut orang tua ingin membatalkan akta hibah kepada anak dan 
menantunya itu sudah sesuai dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang 
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Anak Di Luar Nikah (Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010)”, Skripsi, 2013, Surakarta, 
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta 
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perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Selanjutnya yaitu tinjauan hukum Islam dalam memutus perkara ini 
menggunakan teori maqashaid al syar’i dengan metode “Istih}sa>n” dan 
“Mas}lahat” karena Hakim dalam memutus perkara tersebut bertujuan untuk 
kearah yang  baik dan adil.
29
 Perbedaan dengan penelitian penulis adalah 
mengenai objek yang diteliti yaitu penulis meneliti Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 dan penggunaan metode istinbath hukumnya yang berbeda pula 
karena penelitian penulis langsung fokus menggunakan tinjauan hukum Islam 
berupa Istih}sa>n.  
Keempat, tesis yang ditulis oleh Mugniatul Ilma pada tahun 2016 
yang berjudul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam 
penetapan asal usul anak terdapat wewenang pengakuan terhadap anak luar 
kawin terutama oleh ayah biologisnya. Pasca Putusan MK tersebut tidak 
banyak upaya hukum yang dilakukan masyarakat sehingga kurang memenuhi 
asas kemanfaatan. Putusan MK tersebut tidak banyak berpengaruh bagi 
penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Bantul. Akibat hukum adanya 
penetapan asal-usul anak adalah sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran 
bagi anak luar kawin dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya. 
Dalam penetapan asal-usul anak tidak terdapat jaminan hukum terkait 
                                                          
29
 Muhammad Feri Mahendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus 
Keperdataan Antara Anak dan Orang Tua (Studi Putusan MA 492K/AG/2012)”, Skripsi, 
2019, Surakarta, Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta 
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keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya.
30
 Perbedaan dengan 
penelitian penulis adalah lebih terfokus kepada hubungan keperdataan yang 
ditimbulkan antara anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya pasca 
Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang ditinjau dari Istih}sa>n. 
Kelima, Artikel Jurnal Al-Istinbath, “Status Anak Luar Nikah 
Menurut Hukum Positif  dan Hukum Islam Pasca Putusan MK Tentang Uji 
Meteriil Undang-Undang Perkawinan”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 
pada satu sisi putusan ini dapat memberikan garansi bagi anak yang lahir 
tanpa kejelasan status keperdataan. Namun, pada satu sisi yang berbeda 
adanya klausul yang menyebut dapat dikaitkan dengan bapak biologis, tidak 
menjelaskan posisi anak akibat pernikahan siri atau zina.
31
 Perbedaan dengan 
penelitian penulis adalah mengenai hubungan keperdataan antara anak luar 
pernikahan dengan dengan ayah biologisnya pasca adanya Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan tinjauan Istih}sa>n. 
Keenam, Artikel Jurnal Qiyas, “Hubungan Keperdataan Ayah 
Biologis Terhadap Anak Hasil Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Istihsan”. Penelitian ini 
berkesimpulan bahwa implikasi hubungan keperdataan ayah biologis 
terhadap anak hasil nikah siri pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 
                                                          
30
 Mugniatul Ilma, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak Pasca Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010”, Tesis, 2016, Yogyakarta, Jurusan Hukum Islam UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 
31
 Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif  dan Hukum 
Islam Pasca Putusan MK Tentang Uji Meteriil Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Al-
Istinbath, (Jakarta) Vol. 1 (2), 2016. 
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adalah bahwa anak hasil pernikahan siri mendapatkan nafkah hadhanah 
(pemeliharaan), wasiat wajibah, mendapatkan perlakuan yang adil, dan 
berkewajiban pula untuk menghormati ayah biologisnya. Penelitian ini 
berpendapat bahwa konsep istihsan yang ada di dalam putusan tersebut tidak 
bertentangan dengan Hukum Islam.
32
 Perbedaan dengan penelitian penulis 
adalah lebih terfokus untuk menganalisa hubungan keperdataan anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif 
sesuai dengan hasil Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengertian 
anak luar kawinnya, di mana jurnal tersebut lebih terfokus kepada anak hasil 
pernikahan siri dalam Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) 
dimana penelitian ini menggunakan teori-teori yang terdapat didalam 
literatur atau buku-buku yang sudah ada sebelumnya seperti ensiklopedia, 
jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen.
33
 Peneliti melakukan 
penelitian meganalisa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Ushul 
Fiqh dan Hukum Perdata. 
 
 
                                                          
32
 Riki Aprianto, “Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Hasil 
Nikah Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif 
Istihsan”, Jurnal Qiyas, (Bengkulu) Vol. 4 (2), 2019. 
33
 Sofyan A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk 
Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154-155. 
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2. Sumber Data 
Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka 
peneliti memperoleh data berupa data sekunder dari bahan-bahan hasil 
kepustakaan yang diambil dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait 
dengan permasalahan yang akan diteliti.
34
 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama di 
mana bahan hukum ini mempunyai otoritas yang meliputi peraturan 
perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan 
hukum.
35
 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang merupakan judicial 
review dari Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam yang 
menggunakan Al-Qur’an, Hadist, dan Ushul Fiqh. 
Kemudian menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan 
bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier adalah kamus dan 
ensiklopedia.
36
 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah buku tentang hukum perdata dan jurnal yang berkaitan dengan 
permasalahan anak luar pernikahan. 
                                                          
34
 Ibid., 
35
 I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara 
Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Bali: Bgian Hukum 
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 2. 
36
 Ibid., 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif 
dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 
subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
37
 Dokumentasi 
digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dokumentasi yang 
digunakan berupa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
38
 
Data yang akan dikumpulkan adalah berupa data sekunder yang 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif secara 
kualitatif.
39
 Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deduktif yang 
merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang 
bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan. Metode deduktif ini 
akan menganalisa dari teori anak di luar pernikahan yang sah dari yang 
bersifat umum ke dalam Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tentang hak 
                                                          
37
 www.fitwiethayalisyi.wordpress.com diakses tanggal 28 Februari 2020 Pukul 
07.06 WIB. 
38
 Beni Ahmad S, Metode Penelitian¸(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 199. 
39
 Sofyan A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk 
Penulisan Skripsi dan Tesis, ..., hlm. 159-160. 
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keperdataanya dengan ayah biologisnya yang lebih khusus yang 
kemudian ditinjau dari Istih}sa>n yang kemudian menjadi salah satu bentuk 
perlindungan anak dan kemudian diambil kesimpulan. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mencapai suatu sistem penulisan yang lebih spesifik dan terarah 
maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab: 
Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan 
berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi: latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, bab ini merupakan tinjauan umum mengenai teori tentang 
Anak Luar Kawin yang terdiri sub nya berdasarkan Undang-Undang dan 
Pasca Putusan MK No. 46 /PUU-VIII/2010, kemudian teori mengenai 
hubungan keperdataan antara anak di luar pernikahan yang sah dengan ayah 
biologisnya, selanjutnya mengenai teori Hak Anak dan Perlindungan Anak, 
dan yang terakhir mengenai teori Istihasan dan yang berkaitan dengan 
hubungan keperdataan antara anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya. 
Bab ketiga, bab ini merupakan tinjauan umum yang akan membahas 
mengenai deskripsi Judicial Review dalam Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 dan hubungan antara anak luar pernikahan dengan ayah 
biologisnya. 
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Bab keempat, menganalisa hubungan perdata antara anak luar 
pernikahan dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 46 /PUU-
VIII/2010 dengan tinjauan Istih}sa>n. 
Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan 
dan saran. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK 
LUAR PERNIKAHAN DENGAN AYAH BIOLOGISNYA 
A. Anak Luar Kawin 
Anak Luar Kawin (ALK) adalah anak yang lahir dari hubungan laki-
laki dan wanita yang sebenarnya diperbolehkan menikah tapi tidak menikah, 
yang mana anak luar kawin ini disebut juga dengan anak alami. Anak luar 
kawin diartikan juga sebagai anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan 
wanita yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang untuk menikah, 
contohnya yaitu hubungan perzinaan dan anak-anak yang lahir dari hubungan 
sedarah atau incest atau disebut dengan anak sumbang.
1
  
Keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan yang 
sah maka keturunan yang dihasilkan akan menjadi sah juga. Dengan demikian 
maka jika seorang anak dibenihkan di dalam perkawinan tapi dilahirkan 
setelah orang tuanya bercerai, maka anak itu adalah sah. Kemudian jika anak 
itu dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan di dalam perkawinan maka 
kedudukan anak tersebut menjadi sah juga. Dengan demikian, seorang anak 
yang lahir dengan tidak dalam keadaan perkawinan kedua orang tuanya maka 
kedudukannya menjadi anak yang tidak sah.
2
 Namun, dalam masyarakat luas 
                                                          
1
 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2017, hal, 192. 
2
 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2000, hlm, 145-149. 
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di Indonesia, status anak berdasarkan kelahirannya dibagi menjadi 3 macam, 
yaitu:
3
 (a) Anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, (b) Anak yang 
lahir di luar perkawinan dan (c) Anak yang lahir tanpa perkawinan. 
1. Anak Luar Kawin dalam Undang-Undang 
a. Anak Luar Kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dalam Pasal 43 mengatur tentang anak luar kawin (ALK), yaitu anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
4
 Di dalam UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan bahwa anak luar 
kawin ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya yang mengindikasikan bahwa hal ini menjadikan 
adanya perbedaan kedudukan anak antara anak sah dengan anak luar 
kawin. Anak luar kawin menjadi tidak memiliki hubungan perdata 
dengan ayah kandungnya atau ayah biologisnya, padahal dapat 
dipastikan bahwa lahirnya seorang anak merupakan hasil dari 
hubungan antara laki-laki dan perempuan. 
b. Anak Luar Kawin menurut KUH Perdata 
Tentang anak di luar kawin itu ada 2 jenis:
5
 
                                                          
3
 Monica Putri, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 Terhadap Anak di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa Antara Jessica Iskandar 
dengan Ludwig Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 
586/Pdt.G/2014/PN Jaksel”, Jurnal Privat Law, (Surakarta) Vol. IV (1), 2016, hlm. 135. 
4
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
5
 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, ... , hlm, 145-149. 
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1) Anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana 
tidak terdapat larangan untuk kawin. 
2) Anak yang lahir dari ayah dan dan ibu yang dilarang untuk kawin, 
karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau 
jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan 
orang lain. Anak ini disebut anak zina atau anak sumbang. 
Anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayah 
atau ibunya supaya ada hubungan hukum.  Sebab kalau tidak ada 
pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun 
seorang anak itu jelas dilahirkan oleh seorang ibu, ibu itu harus 
dengan tegas mengakui anak itu. Kalau tidak maka tidak ada 
hubungan hukum antara ibu dan anak. Ini dimuat dalam Pasal 280 
KUH Perdata. 
Anak luar kawin menurut KUH Perdata dapat memperoleh 
hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan cara ayahnya 
memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Pasal 280 
sampai pasal 281 KUH Perdata menegaskan bahwasanya dengan 
pengakuan terhadap anak di luar kawin, maka menimbulkan 
hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.
6
 Pengakuan 
anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran si anak, akta perkawinan 
                                                          
6
 Zaidah Nur Rasyidah,  “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010 Tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Agama Surakarta”, Jurnal Al-Ahkam, (Fakultas Syariah IAIN Surakarta) Vol. 2 
(2), 2017, hlm. 177-178. 
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orang tuanya, akta yang dibuat pegawai Catatan Sipil dan akta 
otentik lainnya.
7
 
Di dalam hal anak itu dilahirkan karena zina atau dalam 
sumbang, maka ada ketentuan di dalam Pasal 283 KUH Perdata 
sebagai berikut: anak yang lahir karena zina tidak dapat diakui. Anak 
yang lahir dalam sumbang, hanya dapat diakui, apabila ayah dan ibu 
yang sebetulnya tidak boleh kawin, mendapat dispensasi dari 
Presiden untuk kawin, dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta 
perkawinan mereka. 
Mengenai istilah anak yang lahir karena zina dan anak yang 
lahir dalam sumbang dapat diterangkan sebagai berikut: Anak yang 
lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan 
atau dibenihkan seorang lelaki, sedangkan perempuan atau lelaki itu 
dalam perkawinan dengan orang lain, sedang anak yang lahir dalam 
sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang 
kawin menurut undang-undang dengan orang lelaki yang 
membenihkan anak itu. Akhirnya masih ada ketentuan lain yang 
perlu diperhatikan yaitu Pasal 285 KUH Perdata: jika selama 
perkawinan si suami atau si isteri melakukan suatu pengakuan 
terhadap seorang anak yang dibenihkan dengan orang lain, maka 
pengakuan ini tidak dapat merugikan pihak lain (suami atau isteri) 
                                                          
7
 Pasal 281 KUH Perdata. 
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keturunannya yang sah. Tegasnya anak itu tidak menjadi waris 
menurut undang-undang. 
Dalam Pasal 272 KUH Perdata disebutkan bahwa anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah namun, tetap bisa 
dilakukan pengesahan anak apabila terdapat pengakuan dari orang 
tuanya dan dalam hal ini tidak berlaku bagi anak hasil zina. Anak 
yang dibuahkan di luar perkawinan kemudian dapat disahkan dengan 
perkawinan antara si ibu dan si ayah dengan ketentuan seperti 
berikut: 
1) Jika anak itu sebelum perkawinan, diakui oleh si ayah dan si ibu; 
jika tidak demikian dapat juga dengan suatu pengakuan yang 
dimuat dalam akta perkawinan si ayah dan si ibu itu sendiri. 
2) Anak yang dibuahkan dalam zina atau dalam sumbang tidak 
dapat disahkan. 
Akibat hukum yang dihasilkan dari pengakuan anak luar 
kawin adalah: 
1) Terhadap ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut adalah 
akan terjadinya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan 
ayah yang mengakuinya (Pasal 280 KUH Perdata). Akibat lebih 
lanjutnya lagi adalah anak luar kawin ini berhak menggunakan 
nama keluarga sang ayah yang sebelumnya hanya menggunakan 
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nama keluarga sang ibu, dengan demikian anak luar kawin 
tersebut berhak atas alimentasi dari sang ayah.
8
 
2) Terhadap sanak keluarga sang ayah di mana pengakuan anak luar 
kawin ini hanya menciptakan hubungan antara ayah yang 
mengakui dan anak yang bersangkutan maka hubungan anak 
tersebut dengan nenek atau garis kesamping hampir-hampir tidak 
ada maka, anak tersebut tidak berhak alimentasi dari sang 
nenek.
9
 
2. Anak Luar Kawin Dalam Islam 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak 
yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan 
ibunya dan keluarga ibunya.
10
 Dalam hukum Islam, melakukan hubungan 
seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut 
zina.
11
 Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat jika seorang laki-laki 
mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam 
waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan 
dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang 
lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan 
mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang 
                                                          
8
 Kelik Wardiono, dkk., Buku Ajar Hukum Perdata, (Surakarta: Muhammadiyah 
University Press, 2018), hlm. 101. 
9
 Ibid.,  
10
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. 
11
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2006), hlm. 82. 
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melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena 
itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah 
pezinanya sebagai anak sah.
12
 
Menurut hukum Islam, memungkiri seorang anak sebagai anaknya 
dilakukan dengan jalan li’an. Dasarnya yaitu QS. An-Nur ayat 6-9. 
Bahwasannya saksinya wajib empat orang laki-laki yang dengan mata 
kepalanya sendiri melihat perzinaan itu. Maka dari itu, jika suami mampu 
mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan sangkalannya, dan 
Hakim menerima sah kesaksian mereka maka hakim memutuskan 
menolak pengesahan anak itu sebagai anak sah. Tetapi jika Hakim tidak 
menerima kesaksian empat orang saksi itu, atau salah seorang di 
antaranya maka sangkalan suami tidak terbukti, dan Hakim memutuskan 
bahwa anak itu adalah anak yang sah dari suami istri yang bersangkutan.
13
 
Zina menurut konsepsi Islam tersebut tidak melihat apakah 
pelakunya sedang terikat dalam perkawinan atau tidak dengan orang lain, 
apakah keduanya masing-masing berstatus lajang ataukah di antara 
keduanya sudah pernah kawin, tetapi lebih pada hubungan itu dilakukan 
tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Jika dalam perbuatan zina 
                                                          
12
 Wilda Srijunida,”Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam 
Dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, Skripsi, 2015, Makassar, Fakultas Syari’ah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar. 
13
 Anggota IKAPI, Hukum Perdata Indonesia, ( PT Cita Aditya Bakti, 2000), hlm. 96. 
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tersebut mengakibatkan lahirnya seorang anak, maka anak tersebut adalah 
anak luar kawin yang disebut anak zina.
14
 
3. Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 
Anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat 
dipahami sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (anak 
luar kawin) secara hukum diakui oleh negara. Pengakuan oleh negara ini 
harus dipahami sebagai penyamaan status dan kedudukan anak luar kawin 
dengan anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dengan segala 
akibat hukumnya. Anak luar kawin yang selama ini nasibnya sering 
diterlantarkan oleh bapak biologisnya dan menjadi “korban” pembiaran 
oleh negara (melalui perangkat undang-undangnya) karena tidak mendapat 
status hukum yang pasti, mendapatkan kembali “fitrah”-nya sebagai 
makhluk yang suci dan bersih dari dosa orang tua. Dengan fitrah tersebut, 
pada anak melekat segala hak dan kewajiban sebagaimana layaknya anak 
yang lahir dari perkawinan yang sah. Putusan ini dapat dijadikan sebagai 
sebuah terobosan yang “humanizing children”, karena selain 
mengembalikan fitrah anak juga merupakan jembatan bagi penegakan hak-
hak asasi anak yang telah tercerabut sekian lama oleh aturan yang kaku 
dan sempit.
15
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 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak 
Luar Kawin”, Jurnal Fenomena, (Samarinda) Vol. 6 (2), 2014, hlm. 181. 
15
 Natsir Asnawi, Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik, (Yogyakarta: UII 
Press, 2019), hlm. 28-29. 
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Dengan diakuinya status hukum anak luar kawin, maka melekat 
segala akibat hukum dari “hubungan hukum” yang terjadi antara ayah 
dengan anak. Akibat hukum dimaksud adalah adanya hubungan 
keperdataan antara ayah dengan anak. Anak berhak mendapatkan nafkah, 
perlindungan, perawatan dan pendidikan yang layak dari ayah-nya. Selain 
itu, anak juga berhak atas pengakuan status secara administratif, baik itu 
akta kelahiran, kartu pengenal/identitas, dan instrumen administratif lain 
yang berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya.
16
 
Anak luar kawin yang dimaksud di dalam Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010 sampai saat ini masih menimbulkan polemik. Menurut 
penjelasan Hakim MK yang termasuk anak luar kawin adalah anak luar 
kawin hasil kawin siri, hasil zina maupun anak incest.
17
 Namun, dari 
putusan tersebut ada yang berpendapat bahwa anak luar kawin yang 
dimaksudkan ini tidak hanya anak yang dilahirkan dari pernikahan siri 
namun juga anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah. 
Maka, sebagian orang berpendapat bahwa perzinaan yang menyebabkan 
kehamilan dianggap sebagai salah satu jalan tersambungnya nasab antara 
anak dan ayah si anak dan hal inilah yang menjadi perbedaan pandangan 
bagi para Ulama Klasik dan Para Ulama Indonesia.
18
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 Ibid.,  
17
 Komariah, Hukum Perdata, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 86. 
18
 Asep Saepudin Jahar, dkk, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 62 
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B. Hubungan Keperdataan 
Anak adalah rahasia orang tua di mana anak dapat mewarisi watak, 
kepribadian, karakter, dan kelebihannya baik maupun yang buruk. Maka dari 
itu Allah SWT mengharamkan zina dan memerintahkan perkawinan dengan 
maksud agar nasab dan keturunan dapat terpelihara, sehingga “air” tidak akan 
bercampur aduk, dengan demikian seorang anak pun dapat diketahui siapa 
ayahnya dan begitu sebaliknya.
19
 Jadi, adanya ikatan antara anak dengan 
orang tuanya inilah yang menimbulkan adanya hubungan keperdataan. 
Hubungan di dalam KBBI diartikan sebagai keadaan berhubungan atau 
ikatan.
20
 Sedangkan hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan 
kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dalam permasalahan ini yang 
dimaksud dengan hubungan perdata adalah adanya ikatan yang mengatur hak 
dan kepentingan individu antara anak luar pernikahan dengan ayah 
biologisnya di dalam kehidupan berkeluarga. Menurut Mahfud MD hubungan 
perdata artinya anak memiliki hak kepada orang tuanya.
21
 
Peraturan mengenai hak anak dari orang tuanya terdapat di dalam 
Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anak merekas sebaik-baiknya sampai 
                                                          
19
 Dr. Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (terjemahan), (Solo: Era 
Intermedia, 2000), hlm. 316. 
20
 www.kbbi.web.id diakses tanggal 24 November 2019 Pukul 13.21 WIB. 
21
 www.nu.or.id diakses tanggal 24 November 2019 Pukul 13.35 WIB. 
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anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.
22
 Hubungan perdata menurut 
Khomariah diartikan sebagai hubungan nasab atau pertalian darah, nafkah, 
wali dan mewaris.
23
  
Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundang-
undangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang diberlakukan bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum 
Islam yang diberlakukan bagi warga muslim.  Hak keperdataan anak 
merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam 
hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak 
mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari 
orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan 
warisan.
24
 
Dalam pertalian darah, semua anak yang dilahirkan dari pernikahan 
yang sah dibangsakan kepada bapaknya bukan kepada ibunya. Sedangkan 
anak hasil zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan perzinaan, maka 
pertalian darahnya hanya dihubungkan secara genetis dengan ibunya saja 
dikarenakan ibunya yang mengandung dan melahirkan meskipun ada 
bapaknya. Maka dari itu, anak hasil zina ini baru dapat dianggap sah secara 
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 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2). 
23
 Komariah, Hukum Perdata, ..., hlm. 55. 
24
 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak 
Luar Kawin”, ..., hlm. 186. 
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yuridis formal, jika ia dilahirkan dari suami istri yang telah melakukan 
pernikahan dengan akad yang benar.
25
 
Dalam hadis Nabi SAW, dijelaskan: 
 ِلَو ِشاَِرفِْلل َُدلَوَْلا ِرِهاَعْل ِرَجَحْلا  
Artinya: 
“Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, 
‘Anak hasil zina itu ialah untuk ibunya, dan laki-laki yang berzina itu berhak 
dilempar batu’.”26 
 
C. Perlindungan Anak 
Anak merupakan amanah yang diberikan Tuhan kepada umatnya, di 
mana anak dijadikan sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Dengan itu 
anak wajib untuk senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak 
terdapat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus 
dijunjung tinggi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 
untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu juga terdapat 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 
                                                          
25
 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 
hlm. 254. 
26
 HR al-Bukhâri Kitab Al-Farâ’id, Bab Manidda’a Akhan atau Ibna akhi, lihat Fathul 
Bâri, 12/52. 
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pemerintah, dan negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus 
menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
27
 
Tidak semua anak di Negara Indonesia ini mendapatkan perlindungan 
untuk penghargaan atas hak asasinya karena masih ada anak yang tidak 
terpenuhi hak-haknya, terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapat 
penanganan yang serius dari pemerintah. Hukum dalam kontribusinya 
mengkaji bahwasannya anak ditempatkan menjadi kelompok yang belum 
mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dengan baik misalnya yaitu 
dengan adanya anak luar kawin yang berkedudukan menjadi anak tidak sah, 
menempatkannya mempunyai hak yang berbeda dengan anak pada umumnya 
(anak sah), bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan 
kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara 
hukum “dilepaskan‟ dari tanggung jawabnya sebagai orang tua.28 
Tidak adanya keharusan tanggung jawab ayah terhadap anak yang 
dibenihkannya dapat menimbulkan potensi negatif dalam tumbuh kembang 
anak secara optimal. Setiap anak tentunya memerlukan penghidupan, kasih 
sayang, dan pendidikan, baik jasmani maupun rohani dari ayah dan ibunya 
secara lengkap dalam tumbuh kembangnya menjadi sosok yang mampu 
memikul tanggung jawab masa depan terhadap diri peribadi, keluarga, dan 
bangsanya. Kelahiran anak luar kawin dapat juga terjadi dalam perkawinan 
orang tuanya yang tidak dicatat sebagai pemenuhan syarat administrasi yang 
                                                          
27
 Ahmad Kamil, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, 
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. VII-VIII. 
28
 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak 
Luar Kawin”, ..., hlm. 172. 
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ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Islam ada hadis Nabi 
bahwa setiap orang itu lahir dalam keadaan fitrah atau tanpa dosa, sehingga 
kedua orang tuanya tak boleh semaunya, tetapi harus bertanggung jawab dan 
menurutnya bahwa konstitusi itu mengikuti agama-agama, memuliakan 
manusia dan melarang perzinaan.
29
 
Anak luar kawin dalam konsep Undang-Undang Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 adalah anak yang lahir dari perkawinan tidak memenuhi Pasal 2 
ayat (1) dan (2), meliputi anak dari perkawinan siri dan anak zina di mana hal 
ini juga sama dengan konsep KHI.  Anak luar kawin (dalam arti sempit) 
adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar 
perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin 
atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Terhadap anak luar 
kawin ini dapat dilakukan pengakuan atau pengesahan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 280 dan Pasal 281 dalam Pasal 272, Pasal 274, dan Pasal 275 
KUH Perdata. 
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
hak-hak anak, termasuk hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebar dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:  1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  2) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata;  3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan;  4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak;  5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
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 Ibid., hlm. 174. 
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Manusia;  6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak;  7) Kompilasi Hukum Islam;  8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
46/PUU-VIII/2010.
30
   
Keberlakukan peraturan perundang-undangan di atas, dari aspek 
perlindungan anak merupakan instrumen-instrumen hukum yang dapat 
memberikan perlindungan bagi hak-hak anak, juga hak-hak keperdataan anak 
luar kawin, yang diharapkan berlaku secara harmonis, dalam arti tidak terjadi 
pertentangan satu sama lain atau tidak terjadi konflik kaidah. 
Dalam Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan norma hukumnya 
telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, 
maka norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang terdapat dalam KUH 
Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya.   
Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum memberi peluang bagi 
anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pihak yang mewakili 
kepentingannya untuk memohon atau menggugat ayah biologisnya di 
pengadilan dan jika terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, 
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melahirkan hubungan perdata kepada ayah biologisnya itu, sekaligus juga 
kepada keluarga ayahnya itu. Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 43 
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah Putusan Mahkamah tersebut dari 
perspektif perlindungan anak merupakan suatu rekayasa terhadap tatanan nilai 
hukum yang ada di masyarakat sebagai suatu upaya memberikan jaminan 
kepastian hukum perlindungan hak-hak keperdataan anak luar kawin.
31
 
 Setiap anak yang lahir di luar perkawinan, baik anak luar kawin yang 
dapat diakui atau yang dapat disahkan, anak sumbang, maupun anak zina 
berhak untuk mengetahui asal-usul siapa orang tuanya. Hal itu bukan 
merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena pada dasarnya 
hak untuk mengetahui asal usulnya tersebut melekat pada harkat dan 
martabatnya sebagai manusia dan telah dijamin dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
D. Istih}sa>n 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang membahas mengenai 
hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya ini dapat 
ditinjau dengan menggunakan metode istinbat hukum yaitu Istih}sa>n. 
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1. Definisi Istih}sa>n 
Istih}sa>n secara bahasa berasal dari kata dasar h}asana ( َنَسَح), yang 
artinya baik atau indah, maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik dan 
indah, seperti dalam Al-Qur’an dan Hadis berikut:32  
Az-Zumar: 17-18 
 ..... َلَْوقْلا َنْوُعَِمتَْسي َنْيِذَّلا ُهَنَسَْحا َنْوُِعبََّتَيف  
Artinya: 
 ..... bergembiralah hamba-hamba-Ku yang mendengar perkataan, lalu 
mengikuti yang lebih baik daripadanya.
33
 
Al-A’raf: 145 
اَِهنَسَْحِأب اْوُذُْخَأي َكَمَْوق ْرُمْأَو 
Artinya: 
Dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintah Taurat) yang 
terbaik.
34
 
Hadis riwayat Imam Ahmad: 
  نَسَح ِالله َدْنِع َُوَهف ًانَسَح َنْوُِملْسُمْلا َُهآَراَم 
                                                          
32
 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2016), 
hlm. 145. 
33
 Al-Qur’an Surat Az-Zummar ayat 17-18. 
34
 Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 145. 
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Artinya: 
Segala sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka 
dianggap suatu hal yang baik menurut Allah. (HR. Imam Ahmad)
35
 
Sedang Istih}sa>n menurut istilah adalah: 
 َرََخآ ِمْكُح َىِلا َاهِِرئاََظن ِمْكُح ْنَع َِةَلأْسَمْلِاب ُلْوُدُعْلا ُهََّنا َُوه ُناَسِْحتْسِلاا
 ُهْنِم ىَوَْقا ٍهجَِول(ىِحرُكَْلا ْنَسَحْلا ُوَبا)  
Artinya: 
Istihsan adalah berpindah dari sesuatu hukum yang sudah diberikan 
kepada sebandingnya ke hukum lain, lantaran adanya suatu sebab yang 
dipandang lebih kuat atau lebih baik.
36
 
Adapun Istih}sa>n menurut istilah ushul fiqh menurut Wahbah az-
Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi adalah terdiri dari 
dua definisi, yaitu:
37
 
ليلد ىلع ءانب يلج سايق ىلع يفخ سايق حيجَرت 
Memakai qiya>s khafiy dan meninggalkan qiya>s jaliy karena ada 
petunjuk untuk itu. 
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 Hadis ini berstatus mauquf dan bersumber dari perkataan Ibnu Mas’ud yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, sebagaimana pendapat al-A’la’iy. Lihat 
Muhammad Yasin bin ‘Isa al-Fadaniy al-Makkiy, al-Fawaid al-Janiyyah, Juz: I, (Damaskus: 
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 Bukhari, Kasyf al-Asrar, Jus: II, hlm. 1123 atau Zakariya, Ghayah al-Wushul, hlm. 
139 atau Wahbah, Ushull, Juz: II, hlm. 737. 
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 Satria Effendi, Ushul Fiqh Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130. 
41 
 
 
 
 يلك لصأ نم ةيئزج ةل أسم ءانثتسا , ص اخ ليل د ىلع ءانب ةماع ةدعاقوأ
كلذ ضتقي 
Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum 
karena ada petunjuk untuk hal tersebut. 
Dengan demikian, Istih}sa>n adalah pindahnya seorang mujtahid dari 
tuntutan qiya>s (jaliy) kepada qiya>s khafiy (samar), atau dari dalil kully 
kepada hukum takhsis lantaran adanya dalil yang menyebabkan mujtahid 
mengalihkan hasil pemikirannya dan mementingkan perpindahan hukum. 
Jadi, Istih}sa>n  adalah perpindahan penerapan suatu bentuk qiya>s pada 
bentuk qiya>s  yang lebih kuat.38 
2. Kehujjahan Istih}sa>n  
Pada hakikatnya Istih}sa>n bukan menjadi sumber tasyriy’ yang 
berdiri sendiri. Karena macam hukum yang pertama menjelaskan bahwa 
dalilnya yaitu qiya>s khafiy yang menguatkan qiya>s jalliy. Kemudia para 
mujtahid menyetujuinya dan terbentuklah Istih}sa>n. Dan macam hukum 
yang kedua bahwa dalilnya adalah mas}hlahah mursalah yang melakukan 
istis\na juz’iyah dari hukum kulliy.39 
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 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, ..., hlm. 147. 
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 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (terjemahan), (Jakarta: PT Asdi 
Mahasatya, 2005), hlm. 96 
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a. Madzab Syafi’iy berpendapat bahwa istih}sa>n tetap tidak dapat 
dijadikan sebagai hujah dalam ber-istinba>t} hukum. Imam Syafi’iy 
berkata bahwa:
40
 
 َع َّرَش َْدَقف َنَسَْحتِْسا ْنَم 
Artinya : 
Siapa saja yang menetapkan suatu hukum dengan dasar istihsan, 
berarti dia telah membuat hukum syari’ah baru.41 
Dalam QS. An-Nisa’: 59 
 ْوُسَرَو ِالله َىِلا ُهْو ُّدَُرف ٍئْيَش ِىف ُْمتْعَز َاَنت ِْنَاف ِِهل....  
Artinya : 
Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul-Nya (Hadis).42 
Imam Syafi’i berpendapat bahwa ayat ini berisi: 
 Anjuran untuk selalu mengembalikan segala penyelesaiannya 
kepada al-Qur’an dan Hadis, sedang Istih}sa>n bukan al-Qur’an 
dan bukan pula Hadis. 
 Tidak adanya anjuran untuk mengembalikan semua persoalan 
kepada Istih}sa>n, sehingga Istih}sa>n tidak dapat dianggap sebagai 
hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara’. 
                                                          
40
 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, ..., hlm. 147-150. 
41
 Al-Syafi’iy, al-Risalah, hlm. 507 atau al-Syafi’iy, al-Umm, Juz: VII, hlm. 277 atau 
Wahbah, Ushul, Juz: II, hlm. 748. 
42
 Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 59. 
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Alasan Imam Syafi’i yang berikutnya adalah bahwa tindakan 
Rasulullah sendiri tidak pernah memberikan fatwa dengan 
menggunakan dasar Istih}sa>n, sebab semua perkataan beliau 
merupakan wahyu. 
b. Imam al-Amidiy (Syafi’iyyah), Ibnu Hajib (Malikiyyah, dan Ibnu 
Qadamah (Hanbaliyyah) berpendapat bahwa Istih}sa>n dapat dijadikan 
sebagai hujjah. 
c. Madzhab Hanafi dan Malikiy berpendapat bahwa Istih}sa>n dapat 
dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukuman syara’. 
3. Klasifikasi Istih}sa>n 
a. Dilihat dari sisi hubungan antara qiya>s dan Istih}sa>n 43 
1) Qiya>s Jali, dibagi menjadi dua: 
a) Qiya>s bi al-ta’ts \ir (efek penetapan hukum), yaitu qiyas 
dengan efek penetapan hukum yang lemah jika 
dibandingkan dengan Istih}sa>n sebagai pembandingnya. 
b) Qiyas yang secara lahiriah lemah dan batal, tetapi jika 
dilakukan penelitian secara cermat, ditemukan adanya 
keabsahan atau ditemukan ada efek penetapan hukum, 
lantara adanya hal-hal yang tersembunyi yang 
menjadikannya sebagai landasan dari penetapan hukum 
tersebut. 
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 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, ..., hlm. 151-153 
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2) Istih}sa>n, dibagi menjadi dua: 
a) Istih}}sa>n bi al-ta’ts\ir (efek penetapan hukum, yaitu Istih}sa>n 
dengan efek peneapan hukum yang lebih kuat, sekalipun 
tersembunyi. 
b) Istih}sa>n yang secara lahiriah terlihat efek penetapan 
hukumnya, sekalipun jika dicermati ditemukan sisi 
ketidakabsahan yang tersembunyi. 
Pada persoalan ini yang menjadi fokusnya adalah pada efek 
penetapan hukumnya (ta’ts \ir), bukan pada aspek lahirnya dan 
tersembunyinya, maksudnya adalah jika aspek penetapan hukum 
qiya>s-nya sangat kuat, maka yang harus diprioritaskan adalah 
Istih}sa>n dan begitupun sebaliknya. 
b. Dilihat dari sisi pengambilan dalilnya44 
1) Istih}sa>n dengan sandaran qiya>s khafiy (Istih}sa>n bi al-qiya>s al-
khafiy) 
Istih}sa>n bi al-qiya>s al-khafiy adalah penentuan hukum 
melalui penelitian, karena dalam kasus tersebut ditemuka dua 
dalil (Al-Qur’an dan Hadis) di mana masing-masing dalil ini 
memiliki konsekuensi hukum tersendiri, lalu penentuan 
hukumnya harus melalui pentarjihan pada dalil yang dianggap 
lebih sesuai dengan persoalan tersbut, lantaran memiliki dampak 
penetapan hukum (ta’ts \ir) yang lebih kuat. Jadi, Istih}sa>n 
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mengambil jalan untuk memprioritaskan qiya>s khafiy 
berdasarkan nash, baik Al-Qur’an maupun Hadis. 
2) Istih}sa>n dengan sandaran nash (Istih}sa>n bi al-Nas}h) 
Istih}sa>n bi al-qiya>s al-khafiy adalah berpindahnya 
penetapan hukum dari satu penetapan hukum berdasarkan pada 
prinsip dasar universal yang sudah ditangkap oleh dalil yang 
cakupannya kulli, karena secara spesifik terdapat di dalam nash, 
baik Al-Qur’an maupun Hadis yang menyalahi kaidah umum 
tersebut. Jadi, dalam hal ini Istih}sa>n mengambil jalan untuk 
memprioritaskan ketetapan hukum spesifik dari pada hukum 
kulliy (universal) berdasarkan dalil. 
3) Istih}sa>n dengan sandaran ijma’ (Istih}sa>n bi al-Ijma’) 
Istih}sa>n bi al-Ijma’ adalah pendapat atau fatwa dari para 
Sahabat Nabi tentang suatu hukum dalam kasus-kasus 
kontemporer yang secara lahiriah bertentangan dengan hasil 
penetapan qiya>s atau kaidah kulliy, atau memang mereka 
bersikap tidak mengingkarinya jika hal tersebut dilakukan oleh 
publik. 
4) Istih}sa>n dengan sandaran darurat (Istih}sa>n bi al-D}aruri>) 
Istih}sa>n bi al-D}aruri>  adalah penerapan dalil atau nash atau 
kaidah umum yang dapat dipastikan akan berdampak pada 
munculnya kesulitan, dan untuk menghilangkannya 
diberlakukanlah pengecualian berdasarkan darurat. 
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5) Istih}sa>n dengan sandaran mashlahah (Istih}sa>n bi al-Mas}hlahah) 
Istih}sa>n bi al-Mas}hlahah adalah penerapan dalil nash atau 
kaidah umum yang akan mengakibatkan kerugian (mafsadah) 
atau tidak tercapainya kemaslahatan yang sudah menjadi tujuan. 
Maka dari itu untuk menghilangkan kerugian tersebut 
digunakannya Istih}sa>n dengan memberlakukan hukum yang 
dimungkinkan dapat mewujudkan kemaslahatan. 
6) Istih}sa>n dengan sandaran ‘Urf (Istih}sa>n bi al-‘Urf) 
Istih}sa>n bi al-‘Urf adalah penerapan qiya>s atau kaidah 
umum berdasarkan tradisi yang sudah berlaku secara umum.
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BAB III 
DESKRIPSI PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN HUBUNGAN 
PERDATA ANTARA ANAK LUAR PERNIKAHAN DENGAN AYAH 
BIOLOGISNYA 
A. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 
1. Latar Belakang Perkara 
Diterbitkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 oleh 
Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya permohonan judicial 
review dari Machica Mochtar atas Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 
1974. Permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar ini 
dilatarbelakangi oleh terjadinya pernikahan sirinya dengan Moerdiono 
yang membuahkan seorang anak yang kemudian tidak diakui oleh ayah 
kandungnya.
1
 
Perkara ini diawali dengan adanya pengingkaran Moerdiono dan 
keluarganya terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh Machica 
Mochtar dengan Moerdiono. Anak yang dihasilkan dari pernikahan 
tersebut merasa dirugikan karena tidak mendapatkan pengakuan dan 
hubungan perdata dari ayah kandungnya. Machicha Mochtar telah 
melakukan upaya awal dengan melakukan isbat nikah di Pengadilan 
Agama namun, permohonannya tidak dikabulkan karena bukti yang 
diajukan kurang. Kemudian Machica tidak menyerah dan memutuskan 
                                                          
1
 Asep Saepudin Jahar, dkk., Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2013), hlm. 59. 
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untuk melakukan judicial review atas Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 yang mana menurutnya Pasal tersebut telah merugikannya 
dan anaknya.
2
 
2. Duduk Perkara dan Kedudukan Pemohon 
Perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang diajukan oleh Hj. 
Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (beralamat di 
Banten) dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (tinggal di 
Banten) diadili oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan pihak yang 
memiliki wewenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama 
dan terakhir, menjatuhkan putusan perkara tersebut.
3
 
Para pemohon memberikan kuasa kepada (1) Rusdianto 
Matulawa; (2) Oktryan Makta; dan (3) Miftachul, yaitu advokat pada 
Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta yang beralamat di Jakarta dengan 
Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 
2010, yang secara sediri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk 
dan atas nama pemberi kuasa.
4
 
Para pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 14 Juni 
2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 14 Juni 2010, 
                                                          
2
 Ibid., hlm. 59-60. 
3
 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2015), hlm. 92. 
4
 Ibid., 
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berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 
211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu, 23 Juni 2010 dengan 
Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di 
Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Agustus 2010. Kedudukan hukum (legal 
standing) para pemohon diuraikan bahwa pemohon adalah perorangan 
Warga Negara Indonesia dan dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya Undang-Undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, 
kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga 
negara.
5
 
Dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah 
hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, pemohon 
sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan hak 
konstitusionalnya karena diperlakukan berbeda di hadapan hukum 
terhadap status hukum perkawinannya oleh Undang-Undang.
6
 Pemohon 
adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga 
Negara Indonesia” jadi, sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 UU MK, pemohon 
memiliki kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan uji materiil ini. 
                                                          
5
 Ibid., hlm. 93-96. 
6
 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 2-7. 
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Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
disebutkan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 
dilakukan menurut hukum masing-asing agamanya dan kepercayaannya. 
Sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh pemohon berarti sah di 
mana hal ini telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sesuai dengan amar 
penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tertanggal 18 
Juni2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: “... Bahwa pada 
20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara 
Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) 
dengan seorang laki-laki bernama Moerdiono, dengan wali nikah 
almarhum H. Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-
masing bernama almarhum K.H. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan 
mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal, satu set 
perhiasan emas dan berlian dibayar tunai, dengan ijab yang diucapkan 
oleh wali tersebut serta qabul diucapkan oleh Moerdiono. 
Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan No. 2 Tahun 
1974 disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat 2 
UU Perkawinan No. 1 Tahn 1974, maka hak-hak konstitusional pemohon 
sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan padahal telah dijamin 
dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang 
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berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah. 
Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa 
Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia memiliki hak yang 
setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya dalam membentuk 
keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib 
diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan dalam Pasal 28B ayat 
2 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembangan, serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. 
Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi 
bahwa anak pemohon juga memiliki hak atas status hukumnyaa dan 
diperlakukan sama di hadapan hukum. UUD 1945 mengedepankan 
norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapa pun tanpa 
diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berkata lain 
yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Secara 
konstitusional, siapa pun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu 
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini, 
pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma 
agama yang dianutnya, yaitu Islam, serta sesuai dengan rukun nikah, 
sebagaimana diajarkan oleh Islam. Norma agama dikurangi oleh norma 
hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari 
dikuranginya norma agama oleh norma hukum adalah tidak jelasnya 
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perkawinan Pemohon selain itu juga mengakibatkan keberadaan 
eksistensi anak hasil pernikahan yang sah secara agama di muka hukum 
menjadi tidak sah. 
Dalam Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, anak 
Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dan 
hal yang sama juga dianut dalam Islam. Hal ini menjadi tidak benar jika 
norma hukum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan seorang 
anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu 
dan keluarga ibunya karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 
perkawinan menurut norma hukum. 
Dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan 
yang telah diatur berdasarkan Al-Qur’an dan sunah. Dalam hal ini, 
perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma 
agama, sebagaimana diajarkan Islam. Perkawinan Pemohon tidak 
disebabkan karena perbuatan zina maka dari itu anak yang dihasilkan 
adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam, hal yang berbeda dan 
sudah sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 
perkawinan (zina) maka nasab anaknya adalah dengan ibu dan keluarga 
ibunya. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 
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1974, hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk 
mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya 
yang dijamin oleh Pasal 28B ayat 1 dan 2 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 
telah diragukan. 
Dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Merujuk 
pada ketentuan UUD 1945, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 43 ayat 1 UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidaklah selaras dan telah merugikan hak 
konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Berdasarkan kepentingan 
norma hukum jelas telah mengurangi kepentingan norma agama karena 
pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang sah dan patut, 
menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari 
norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksaan yang dimiliki norma 
hukum dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah hilangnya status 
perkawinan pemohon dan anak pemohon. Jadi, norma hukum telah 
melakukan pelanggaran terhadap norma agama. 
Dalam Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 bahwa menjadi penyebab kerugian terhadap hak 
konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B 
ayat 1 dan 2 UUD 1945 serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yakni hak 
untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status 
hukum anak Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, 
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Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. 
Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang 
cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang 
diatur pada Pasal 28B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Jadi, 
untuk seluruhnya dapat disebutkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan uji materiil Undang-Undang. 
3. Alasan Uji Materiil UU Perkawinan7 
Alasan uji materiil terhadap UU Perkawinan bahwa pemohon 
merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak 
konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan No. 
1 Tahun 1974 terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 
1. Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
perkawinan dan status hukum anaknya hasil dari perkawinan; 
Selanjutnya disebutkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang 
telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak, sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28B ayat 1 dan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 28B ayat 1 dan 2 UUD 1945 tersebut, Pemohon dan 
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 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media, 2015), hlm. 96-98. 
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anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas 
pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki 
oleh Pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. 
Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan 
Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nilah dalam Islam. 
Merujuk ke norma konstitusional yang terdapat di dalam Pasal 
28B ayat 1 UUD 1945, perkawinan Pemohon yang dilangsukan sudah 
sesuai sah sesuai dengan rukun nikah, tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat 2 
UU Perkawinan. Norma hukum mengharuskan sebuah perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah 
mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan norma hukum. 
Kemudian hal ini berdampak terhadap status anak yang dilahirkan 
Pemohon menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh 
norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon 
(norma agama). 
Kemudian berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, 
MK berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan 
Uji Materiil Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No.1 
Tahun 1974 terhadap Pasal 28B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28D ayat 1 UUD 
1945. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-
bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohonkan ke Mahkamah 
Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:  
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a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materiil 
pemohon; 
b. Menyatakan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28D ayat 1 
UUD 1945; 
c. Menyatakan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 
Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 
dengan segala akibat hukumnya; atau jika Majelis Hakim 
berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo 
et bono). 
3. Keterangan Pemerintah dan Legislatif 
a. Pemerintah RI berpendapat bahwa permohonan pengujian Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, 
Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sebagai berikut: (1) 
menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum 
(legal standing); (b) menolak permohonan pengujian para Pemohon 
seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian 
para Pemohon pengujian para pemohon tidak dapat diterima (niet 
ontvankeliljk verklaard); (c) menerima keterangan pemerintah secara 
keseluruhan; (d) menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 
ayat 1 UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 
dan 2 serta Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Walaupun demikian, apabila 
57 
 
 
 
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang 
bijaksana dan seadil-adilnya (ex aquo et bono). 
b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berpendapat 
bahwa: (1) para pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu 
apakah benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan 
yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengonstruksi 
adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan 
yang dimohonkan untuk diuji; (2) menyerahkan sepenuhnya kepada 
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki 
kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang 
diatur oleh Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah 
Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007; (3) 
pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan 
telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang 
keliru dan tidak berdasar; (4) alasan para pemohon tidak dapat 
mencatatkan perkawinannya karena UU Perkawinan No. 1 Tahun 
1974 pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak 
berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena 
tidak dapat memenuhi persyaratan poligami, sebagaimana diatur 
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dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, 
sesungguhnya persoalan para pemohon bukan persoalan 
konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan hukum 
yang tidak dipenuhi oleh para pemohon; (5) bahwa perkawinan yang 
tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi 
syarat formal sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak 
keperdataan yang timbul akibat perkawinan termasuk anak yang lahir 
dari perkawinan yang tidak dicatat, sebagaimana ditentukan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) bahwa anak yang lahir 
dari perkawinan yang tidak dicatat tentu hanya mempunyai hbungan 
keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya; (7) dengan berlakunya 
ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan akan menjamin 
terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya 
dengan ibu serta keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat 1 
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini dibatalkan justru akan 
berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status keperdataan anak 
yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian, 
ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28D ayat 1 
UUD 1945; (8) memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan menolak 
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permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 
permohonan a quo tidak dapat diterima, menyatakan Pasal 2 ayat 2 
dan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat 1 dan 2 serta Pasal 28D ayat 1 
UUD 1945, dan menyatakan Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 43 ayat 1 UU 
Perkawinan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 
4. Pendapat Mahkamah Konstitusi8 
a. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa (i) pencatatan 
perkawinan bukanlah  merupakan  faktor yang  menentukan  sahnya  
perkawinan; dan   (ii)   pencatatan   merupakan   kewajiban   
administratif   yang   diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah 
syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 
calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara 
melalui peraturan perundang- undangan merupakan kewajiban 
administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa 
pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari 
dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud 
diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara 
                                                          
8
 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 32-36. 
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dan harus dilakukan sesuai   dengan   prinsip   negara   hukum  yang   
demokratis   yang   diatur   serta dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang 
dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai 
perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang 
bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat 
luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 
dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan  pelayanan 
oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul  dari  suatu 
perkawinan  yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan 
efisien.  
b. Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan  adalah  mengenai  makna  hukum (legal  
meaning) frasa  “yang  dilahirkan  di luar  perkawinan”.  Untuk  
memperoleh  jawaban  dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab 
pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. 
Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa 
terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui 
hubungan seksual (coitus) maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan  
perkembangan  teknologi  yang menyebabkan terjadinya pembuahan. 
Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum 
menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 
hubungan   seksual   di   luar   perkawinan   hanya   memiliki   
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hubungan   dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak 
tepat dan tidak adil pula jika hukum   membebaskan   laki-laki   yang   
melakukan   hubungan   seksual   yang menyebabkan terjadinya 
kehamilan dan  kelahiran anak tersebut dari  tanggung jawabnya 
sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 
hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih 
manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada 
memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan 
anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum 
kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual 
antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan 
hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal 
balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 
c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 
1/1974 yang menyatakan, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya”; 
 
d. Bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil  para 
Pemohon sepanjang  menyangkut Pasal  2 ayat (2) UU Perkawinan 
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No. 1 Tahun 1974 tidak beralasan   menurut   hukum.   Adapun   
Pasal   43   ayat   (1)   UU   1/1974   yang menyatakan, 
“Anak  yang   dilahirkan  di  luar   perkawinan   hanya  
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”  
 
Pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 
(conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat 
tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai  hubungan 
darah sebagai ayahnya; 
5. Putusan Mahkamah Konstitusi9 
a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain 
                                                          
9
 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hlm. 36-37. 
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menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya; 
c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019) yang menyatakan, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya   dan   keluarga   ibunya”. 
Pasal tersebut tidak   memiliki   kekuatan   hukum   mengikat 
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  ternyata  
mempunyai  hubungan  darah  sebagai ayahnya, sehingga ayat 
tersebut harus dibaca, 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan 
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya”; 
d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
e. Memerintahkan  untuk  memuat  putusan  ini  dalam  Berita  
Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 
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B. Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Pernikahan dengan Ayah 
Biologisnya 
Keluarga adalah kesatuan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari 
suami, istri dan anak yang bertempat tinggal di suatu tempat. Dari kesatuan 
masyarakat kecil ini membentuk kelompok anggota keluarga yang terdiri dari 
orang-orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan pertalian 
darah. Hubungan keluarga adalah adanya keterkaitan dalam kehidupan 
keluarga yang disebabkan karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan 
darah.
10
 Sedangkan hubungan darah adalah adanya pertalian darah antara 
orang yang satu dan orang lain yang berasal dari leluhur yang sama 
(ketunggalan leluhur). Jauh dekatnya hubungan darah mempunyai arti penting 
dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwalian dalam keluarga karena ini 
digunakan sebagai batas penentuan urutan.
11
 
1. Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Pernikahan dengan Ayah 
Biologisnya dalam Hukum Islam 
Terhadap konsep hukum Islam hubungan keperdataan antara anak 
dengan orang tua dikenal dengan istilah nasab. Di mana nasab adalah 
adanya suatu pertalian atau hubungan yang dapat menentukan asal-usul 
seorang manusia dalam suatu pertalian darahnya. Nasab adalah pertalian 
darah yang secara genetis akan membentuk pola enkulturatif, yang berarti 
                                                          
10
 Anggota IKAPI, Hukum Perdata Indonesia, ( PT Cita Aditya Bakti, 2000), hlm. 
93-96. 
11
 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta Timur: Sinar 
Grafika, 2016), hlm. 69. 
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bahwa seorang anak apabila dilihat dari fisik tumbuh kembangnya akan 
menyerupai ibunya atau bapaknya, atau neneknya atau kakeknya, 
demikian seterusnya. Nasab atau keturunan merupakan suatu hukum awal 
dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, contohnya adalah adanya 
mahram dalam pernikahan dan adanya saling mewarisi.
12
 
Menurut Wahbah Al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Yufi 
Wiyos R.M bahwasannya mendefinisikan nasab dengan suatu sandaran 
yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan 
kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari 
yang lainnya. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan 
seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, dengan demikian orang-orang 
yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.
13
 
Dalam Islam sendiri telah disyariatkan bahwa di dalam suatu 
pernikahan terdapat tujuan untuk mendapatkan keturunan agar anak yang 
dilahirkan dengan jalan pernikahan yang sah dan memiliki status yang 
jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa anak tersebut mempunyai bapak 
dan mempunyai ibu. Namun, jika terdapat anak yang lahir di luar 
                                                          
12
 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 
hlm. 253. 
13
 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar 
Perkawinan Dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 
(Lampung) Vol. 9 (2), 2016, hlm. 36. 
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pernikahan yang sah maka, statusnya menjadi tidak jelas karena hanya 
mempunyai ibu karena tidak mempunyai bapak.
14
 
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 
Muslim, dari Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa Sa’ad bin Abi Waqas 
dan Abdu bin Zam’ah pernah berselisih dalam perkara seorang anak kecil. 
Sa’ad berkata, 
“Ya Rasulullah, anak ini putra saudaraku Utbah bin Abi Waqas. 
Ia telah mengatakan padaku, bahwa anak ini adalah anaknya. Cobalah 
engkau perhatikan wajahnya. Ketika dilihat oleh Rasulullah, ternyata 
bahwa wajah anak itu mirip benar dengan Utbah. Lalu, Nabi SAW. 
bersabda, ‘Anak itu anak engkau, ya Abdu bin Zam’ah. Anak zina itu 
untuk ibunya, dan hak bagi laki-laki yang berzina itu dilempar batu 
(rajam)’.” (H.R. Bukhari dan Muslim).15 
Menurut hadis di atas, sudah jelas bahwa penyangkalan suami 
kepada istrinya bahwasannya bayi yang dikandungnya bukanlah anaknya, 
melainkan dari laki-laki lain, dilarang oleh agama, kecuali ada alasan kuat 
dan dibenarlam oleh agama, seperti: (1) Anak itu lahir kurang dari enam 
bulan sesudah akad nikah perkawinan dilangsungkan, (2) Anak itu ada di 
dalam kandungan ibunya, setelah habis ber-iddah dengan cerai talak atau 
wafat, dan (3) Anak itu adanya setelah melampaui sebanyak-banyaknya 
masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah lewat empat bulan 
sepuluh hari).
16
 
                                                          
14
 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 
hlm. 253. 
15
 Ibid., hlm. 255. 
16
 Ibid., hlm. 256. 
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Hubungan nasab selain didasarkan atas hubungan darah, juga 
didasarkan atas ketentuan hukum syara’ sehingga hubungan tersebut 
menjadi sangat kuat. Nasab ini juga menjadi jaminan untuk terlaksananya 
hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, pihak anak dan pihak orang 
tua. Hak dan kewajiban ini berlaku secara timbal balik dan dapat saling 
menuntut. Oleh sebab itu hubungan nasab ini sangat berpengaruh sekali 
terhadap hak-hak anak terhadap orang taunya, yaitu: (1) hak nasab; (2) 
hak radla; (3) hak hadhanah; (4) hak Walayah; (5) hak nafkah.
17
 
Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai ikatan 
kekeluargaan menurut hukum dengan yang menikahinya. Oleh karena itu, 
anak hanya mewaris dari ibunya dan keluarga dari ibu. Menurut Hukum 
Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh 
ayahnya (ayah alaminya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai 
hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi, si anak tetap mempunyai ibu, 
yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian 
bahwa antara anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti 
halnya dengan anak sah yang mempunyai ayah. Status anak yang lahir di 
luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak 
mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang 
menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan 
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 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar 
Perkawinan Dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 
(Lampung) Vol. 9 (2), 2016, hlm. 36. 
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ibunya, atau perempuan yang melahirkannya.
18
 Anak luar pernikahan 
yang di maksud di dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di 
luar pernikahan yang sah secara agama atau disebut dengan anak hasil 
dari hubungan zina. Jadi, hubungan perdata yang ditimbulkan antara anak 
luar pernikahan dengan ayah biologisnya di dalam Islam itu diharamkan 
dalam hal nasab, kewarisan dan perwalian.   
2. Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Pernikahan dengan Ayah 
Biologisnya dalam Hukum Positif 
Hukum perdata menganut asas bahwa seorang anak di luar 
pernikahan yang sah baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah 
maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal ini dapat sesuai dengan 
pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “dengan pengakuan 
terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu 
dengan ayah atau ibunya” sehingga hukum perdata menganut prinsip 
bahwa hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya 
tidak terjadi dengan sendirinya.
19
 
Pengakuan terhadap anak merupakan perbuatan hukum yang 
menimbulkan status hukum yang sebab dengan adanya pengakuan maka 
muncullah status dan hak bagi anak terhadap hukum perdata. Seorang 
anak yang tadinya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah atau ibu 
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 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, 
(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 133-135. 
19
 Ibid., 
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biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya. 
Terhadap kedudukan anak didalam KUH perdata dibedakan menjadi dua 
yaitu anak sah dan anak luar kawin. Terhadap anak luar kawin KUH 
Perdata membagi menjadi tiga bagian antara lain anak zina, anak 
sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui.
20
 
Dalam Hukum Adat, apabila terdapat seorang istri yang 
melahirkan anak sebagai akibat dari hubungan gelap dengan seorang laki-
laki bukan suaminya, maka si suami yang menjadi ayah dari anak yang 
dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasarkan alasan-alasan yang 
dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya. Di dalam 
Hukum Adat, tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam Hukum Islam 
yang menetapkan waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah menikah, 
sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang sah. Anak 
yang dilahirkan setelah perceraian, menurut Hukum Adat mempunyai 
ayah bekas suami wanita yang melahirkan tadi, apabila kelahirannya 
terjadi dalam batas waktu-waktu mengandung.
21
 
Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional yang 
tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa 
berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU tersebut, dinyatakan bahwa anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
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 Ibid., hlm. 37. 
21
 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, 
(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 133-135. 
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ibunya atau keluarga ibunya. Ketentuan pasal tersebut menetapkan bahwa 
anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai 
pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris 
hanya dengan ibunya. Sebaliknya, anak yang sah mempunyai hubungan 
perdata di samping dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga hubungan 
perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.
22
 
Namun, pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 diterbitkan, 
Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah 
diamandemen, di mana pasal tersebut dianggap sudah tidak berlaku lagi 
dengan perubahan bahwasannya anak yang dilahirkan di luar pernikahan 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta 
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
ayahnya. 
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BAB IV 
ANALISIS HUBUNGAN PERDATA ANTARA ANAK LUAR 
PERNIKAHAN DENGAN AYAH BIOLOGISNYA PASCA PUTUSAN MK 
NO. 46/PUU-VIII/2010 DENGAN TINJAUAN ISTIH}SA>N 
Anak luar pernikahan yang dimaksudkan penulis di dalam penelitian ini 
adalah sama halnya dengan anak luar kawin. Analisis hubungan perdata antara 
anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 adalah proses menganalisa hubungan perdata anak luar kawin yang 
dimaksudkan di dalam putusan tersebut kemudian menganalisis isi putusan 
tersebut  menggunakan tinjauan Istih}sa>n untuk mengetahui apakah Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010 akan sesuai atau tidak dengan Hukum Islam dan Hukum 
Positif. Karena dari hasil putusan tersebut terdapat perbedaan penetapan peraturan 
yang baru dari peraturan yang sebelumnya, di mana di dalam putusan tersebut 
dipandang lebih memiliki manfaat berupa pemberian keadilaan dan kepastian 
hukum bagi anak luar pernikahan. 
Anak luar kawin yang dimaksudkan di dalam Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 ini sampai saat ini masih menimbulkan multitafsir. Mahkamah 
Konstitusi berpandangan bahwa: 
“... pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang 
dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 
perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 
permasalahan tentang sahnya anak... 
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Menurut penjelasan Hakim MK bahwa yang termasuk anak luar kawin di 
dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah anak luar kawin hasil kawin 
siri, hasil zina maupun anak incest.
1
 Menurut M. Natsir Asnawi bahwa hubungan 
anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya 
perkawinan, namun dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan 
darah antara anak dengan laki-laki tersebut yang disebut sebagai bapaknya karena 
setiap anak yang dilahirkan harus memiliki perlindungan hukum yang sama.
2
 Jadi, 
dalam hal ini penulis lebih mengalisis mengenai anak yang dilahirkan di luar 
pernikahan yang sah baik secara agama maupun negara. 
A. Hak Keperdataan Anak Luar Pernikahan Pasca Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010 
Anak luar pernikahan yang dimaksudkan di dalam Putusan MK No. 
46/PUU-VIII-2010 menurut penulis adalah sama pengertiannya dengan anak 
luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah baik secara 
agama maupun negara baik di dalam hukum positif maupun hukum Islam. 
Penulis berpendapat demikian karena Hakim MK Mahfud MD telah 
berpendapat bahwa setiap manusia itu bermartabat dan setiap anak yang 
dilahirkan itu harus dilindungi karena lahir dalam keadaan suci. Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII-2010 ini diputuskan guna menegakkan HAM dan 
memberikan kepastian hukum kepada anak luar kawin, jadi hasil yang 
diperoleh dari adanya putusan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban 
                                                          
1
 Komariah, Hukum Perdata, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 86. 
2
 Natsir Asnawi, Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik, (Yogyakarta: UII 
Press, 2019), hlm. 29-30. 
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antara anak yang dilahirkan di luar pernikahan dengan ayah biologisnya 
karena pada dasarnya setiap anak dalam kondisi apapun harus mendapatkan 
perlindungan hukum yang sama. 
Hak adalah suatu tujuan dari hukum secara perdata yang wajib untuk 
dipertahankan.
3
 Setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan 
hukum dan harus ditegakkan agar tidak terjadi perlakuan diskriminasi, di 
mana dalam hal ini mengenai perbedaan perlakuan hukum bagi anak sah 
dengan anak luar kawin. Pengertian dari hak keperdataan anak adalah hak 
yang melekat atau terdapat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam 
hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak 
mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari 
orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan 
warisan.
4
 
Tentang hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya diatur 
juga di dalam hukum perkawinan. Adapun yang merupakan hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anaknya baik terhadap anak kandung, anak 
                                                          
3
 Achmad Ali dkk, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2012), hlm 118. 
4
 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar 
Kawin”, ..., hlm.171. 
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angkat atau anak diakui atau hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya 
adalah sebagai berikut:
5
 
1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. 
2. Orang tua tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak, 
meskipun orang tuanya tersebut sudah dicabut kekuasaannya sebagai 
orang tua karena alasan: 
a. Orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak 
b. Orang tuanya berkelakuan buruk sekali 
3. Anak wajib menghormati dan mantaati orang tua. 
4. Anak yang sudah dewasa wajib memelihara orang tua dalam garis lurus 
ke atas jika orang tuanya memerlukannya. 
5. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah 
melangsungkan perkawinan) berhak untuk diwakili oleh orang tuanya 
untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. 
6. Anak yang belum dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah 
melangsungkan perkawinan) berhak untuk tinggal dalam kekuasaan orang 
tuanya selama kekuasaan orang tuanya tersebut belum dicabut. 
7. Orang tua berkewajiban untuk tidak memindahkan hak atau 
menggadaikan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum 
dewasa (belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin), kecuali 
apabila kepentingan si anak menghendakinya. 
                                                          
5
 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 20-21. 
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Menurut penulis antara anak sah dengan anak luar kawin itu sudah 
selayaknya memiliki hak yang sama dihadapan hukum, namun proses 
mendapatkan haknya serta apa saja yang didapatkan akan menjadi berbeda. 
Menurut penulis macam-macam hak keperdataan yang ditimbulkan antara 
anak dengan orang tuanya adalah hak nasab, hak perwalian, hak waris dan 
hak nafkah. Dengan demikian penulis menganalisa masing-masing dari hak 
keperdataan dan apa saja yang didapatkan oleh anak luar pernikahan pasca 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut, berikut analisanya: 
1. Hak mendapatkan nasab kepada ayah biologisnya 
Anak yang dilahirkan di luar pernikahan akan kesulitan 
mendapatkan status, kedudukan, hak-hak perlindungan hukum dan 
kepastian hukum secara normatif di Negara Indonesia. Menurut hukum 
Islam seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan baik sebelum 
adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 maupun setelahnya tetap 
dinasabkan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Para ulama 
fikih sesuai dengan nash yang ada berpendapat bahwa sebab adanya 
nasab adalah adanya sebuah akad pernikahan dan perzinaan tidak dapat 
menyebabkan tersambungnya nasab anak dengan ayahnya.
6
 Hal ini 
sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Indonesia yang terdapat di dalam 
Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 KHI. Para ulama di 
Indonesia sepakat dengan ketentuan ini, karena telah sesuai dengan 
                                                          
6
 M. ubayyu rikza dan siti djazimah, analisis maqâsid asy-syarî’ah terhadap putusan mk 
nomor 46/puu-viii/2010 dan implikasinya terhadap hukum keluarga islam di Indonesia, 
Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017,hlm. 58. 
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ketentuan tentang pernikahan yang dianggap sebagai cara yang sesuai 
dengan ketetapan nasab anak. 
Anak yang lahir luar pernikahan adalah dapat diartikan dengan 
anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dan anak hasil dari hubungan 
zina. Anak hasil pernikahan siri ini dapat diakui dengan pelegalan 
pernikahan orang tuanya di pengadilan. Di mana setelah itu dilakukan 
anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang ini akan menjadi anak sah 
dan bisa mendapatkan hak nasab. Namun untuk anak luar kawin yang 
tidak dapat diakui menurut KUH Perdata yaitu anak hasil hubungan zina 
dan anak sumbang disebutkan bahwa tidak dapat disahkan sesuai dengan 
Pasal 272 dan Pasal 283 KUH Perdata. Setelah adanya Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010 pengakuan anak luar pernikahan yang tidak dapat 
diakui ini dapat dilakukan secara sukarela atau paksaan dengan 
memberikan pembuktian  berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dihadapan persidangan. Dalam hal ini anak yang dilahirkan di luar 
pernikahan yang tidak dapat diakui akan mendapatkan pengakuan tapi, 
tidak dapat menjadikan kedudukan dirinya sebagai anak sah. Menurut 
Nasaiy Aziz dan Muksal Mina dalam melihat pertimbangan MK 
bahwasannya apabila seorang laki-laki dapat dibuktikan kebapakannya 
(hubungan darah) dengan anak melalui ilmu pengetahuan yaitu dengan 
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tes DNA, maka anak tersebut menjadi anak biologisnya dan laki-laki ini 
wajib menanggung segala kebutuhan anak.
7
 
Jadi, pasca adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa 
anak yang di lahirkan di luar pernikahan dalam hukum Islam dan anak 
luar pernikahan yang tidak dapat diakui sesuai KUH Perdata tetap tidak 
bisa mendapatkan hak nasab karena tidak bisa menjadi anak sah. Namun, 
hal ini menjadi berbeda bagi anak yang di lahirkan di luar pernikahan 
yang sah secara negara (anak siri) akan mendapatkan hak nasab ketika 
orang tuanya telah melegalkan pernikahannya. 
2. Hak mendapatkan perwalian 
Perwalian di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa tanggung 
jawab dari orang tua terhadap anaknya, di mana di dalam Islam disebut 
juga dengan hak hadhanah atau pemeliharaan anak. Perwalian (voogdij) 
menurut hukum perdata adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah 
umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan 
benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.  
Menurut penulis untuk anak luar pernikahan secara hukum Islam 
pasca adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bisa mendapatkan 
perwalian dalam artian anak si luar pernikahan ini bisa mendapatkan hak 
pemeliharaannya dari orang tuanya. Namun, dalam kasus perwalian di 
                                                          
7
 Nasaiy Aziz dan Mksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa 
MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”, Samarah: 
Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (Vol. 1 (1), 2017), hlm. 94. 
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dalam hukum Islam juga dapat diartikan sebagai wali yang akan 
menikahkan anak perempuannya. Dalam hukum Islam untuk anak di luar 
pernikahan yang sah ini terkhusus bagi perempuan tidak bisa 
mendapatkan hak untuk perwalian. Di mana wali ini dibutuhkan seorang 
perempuan saat ia melangsungkan pernikahan. Karena pada dasarnya, 
sesuai dengan aturan syariat Islam bahwa anak yang dihasilkan dari 
hubungan zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Sehingga 
jika seorang anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah secara agama ini 
ingin melangsungkan pernikahannya maka yang menjadi walinya adalah 
wali hakim. Jadi, apabila perwalian ini diartikan sebagai wali yang akan 
dijadikan sebagai wali perempuan yang akan menikah, adanya Putusan 
MK tersebut tetap tidak berpengaruh karena wali nikahnya tetap wali 
hakim. 
Perwalian anak yang dilahirkan di luar pernikahan menurut KUH 
Perdata mengindikasikan bahwa apabila anak yang luar pernikahan 
tersebut telah mendapatkan pengakuan maka, berada di bawah perwalian 
orang tua yang mengakuinya.  Apabila seorang anak yang tidak berada di 
bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, maka hakim 
akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang 
berkepentingan atau karena jabatannya (datieve voogdij).
8
 Hak anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan dalam hal perwalian sesuai dengan KUH 
Perdata adalah hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum baik di 
                                                          
8
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 52-53. 
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dalam dan di luar pengadilan serta hak untuk mengatur harta bendanya di 
mana perwalian diperuntukan bagi anak yang masih berusia di bawah 18 
tahun sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. 
Menurut Abnan Pancasilawati untuk anak zina dari hubungan darah, 
perwaliannya tersebut berada dalam perwalian ibunya atau seorang wali 
yang ditunjuk.
9
 
3. Hak mendapatkan waris 
Sesuai konsep hukum Islam anak yang dilahirkan di luar 
pernikahan adalah anak yang luar pernikahan ini sesuai dengan nash 
tidak diperbolehkan untuk menerima harta warisan dari ayahnya, karena 
di dalam Islam syarat untuk menerima warisan adalah adanya hubungan 
nasab yang sah berdasarkan pernikahan.
10
 Anak yang dilahirkan tanpa 
perkawinan memang tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya dan 
hanya akan mendapatkan harta warisan dari ibunya dan keluarga 
ibunya.
11
 Menurut penulis, anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang 
sah ini Pasca adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bisa menerima 
harta peninggalan berupa warisan dari ayah biologisnya namun dalam 
bentuk hibah atau hadiah. 
                                                          
9
 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar 
Kawin”, ..., hlm.194. 
10
 Monica Putri, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 
Terhadap Anak di Luar Perkawinan (Putusan Sengketa Antara Jessica Iskandar dengan Ludwig 
Franz Willibald di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN Jaksel”, .., hlm. 
139. 
11
 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2000), hlm. 147. 
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Dalam hal hak kewarisan untuk anak luar pernikahan yang boleh 
diakui (anak siri), apabila telah dilakukan pengesahan pernikahan kedua 
orang tuanya dan melakukan pengakuan anak, maka anak ini akan 
mendapatkan hak kewarisan karena kedudukannya dapat berubah 
menjadi anak sah. Namun, untuk anak yang luar pernikahan yang tidak 
dapat diakui dan tidak dapat dijadikan sebagai anak yang sah maupun 
anak angkat, sehingga tidak ada hak untuk mewarisi yang 
didapatkannya.
12
 Anak luar kawin yang mempunyai hak untuk mewaris 
adalah anak luar kawin yang diakui secara sah, jika tidak ada pengakuan, 
maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan apapun.
13
 
Menurut KUH Perdata hukum kewarisan anak luar kawin masuk ke 
dalam ahli waris golongan I, di mana disebutkan bahwa anak luar kawin 
yang diakui sah yang mendapat bagian warisan tidak sama dengan anak 
sah.
14
 Jadi, sesuai dengan KUH Perdata disebutkan bahwa anak luar 
pernikahan ini tidak bisa mendapatkan hak kewarisan apabila tidak 
dilakukan pengakuan dari kedua orang tuanya yang telah melangsungkan 
perkawinan secara sah baik agama maupun negara. 
4. Hak mendapatkan nafkah 
Akibat hukum yang ditimbulkan dari pandangan bahwa anak luar 
pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 
                                                          
12
 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 152. 
13
 Zaidah Nur Rosidah, Buku Daras Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Surakarta: Fakultas 
Syari’ah IAIN Surakarta, 2014), hlm. 162. 
14
 Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 26. 
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ibunya adalah bahwa anak luar pernikahan dianggap tidak memiliki 
hubungan darah dengan ayah biologisnya sehingga beban dan tanggung 
jawab sepenuhnya seperti pemberian nafkah ditanggung oleh ibu seorang 
diri. 
Ibnu Qudamah dalam al-Mughni.  
 ِتِْنبَو ِهِنْبا ِتِْنبَو ِهِتُْخاَو َان ِّزلا َنِم ِِهَتنْبا ُحاَِكن ِلُج َّرلا َىلَع ُمُرَْحيَو
 ٌِكلاَم َلَاقَو ِءَاَهُقفْلا ِة َّماَع ِلَْوق ِيف َان ِّزلا َنِم ِِهتُْخاَو ِهيَِخأ ِتِْنبَو ِِهتِْنب
 ُبَسُْنت َلَِو ُهْنِم ٌةَِّيَبنَْجا َاهََّنِلِ َُهل ُزوُجَي ِِهَبهْذَم ْنِم ِرُوهْشَمْلا ِيف ُّيِِعفا َّشلاَو
 ُهُمَزَْلي َلَِو َاهََكلَم اَِذإ ِهَْيلَع ُِقتَْعت َلَِو اَُمَهنْيَب ُثُراَوَّتلا ىِرَْجي َلَِو اًعْرَش ِهَْيل ِإ
 ِبِناََجْلِا ِِرئاَسَك ِهَْيلَع ْمُرَْحت َْمَلف َاُهَتَقَفن   
“Menurut mayoritas fuqaha, haram bagi lelaki menikahi anak 
perempuannyanya yang dihasilkan dari perzinahan, saudara 
perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan 
dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan 
saudara perempuanya. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Syafii 
dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-
laki tersebut menikahi anak perempuanya karena ia adalah ajnabiyyah 
(tidak memiliki hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya secara 
syar’i, tidak berlaku di antara keduanya hukum kewarisan, dan ia tidak 
bebas dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya ketika sang yang 
memilikinya sebagai budak, dan tidak ada keharusan bagi sang ayah 
untuk memberi nafkah kepadanya. Karenanya, ia tidak haram bagi ayah 
biologisnya (untuk menikahinya) sebagaimana perempuan-perempuan 
lain”.15 
Penulis menggambil pembahasan dari pandangan tersebut perihal 
nafkah untuk anak luar kawin, di mana pandangan tersebut dapat 
                                                          
15
 (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1405 H, juz, 7, h. 485). 
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disimpulkan bahwa nafkah tidak diwajibkan untuk diberikan dari ayah 
biologisnya kepada anak luar kawinnya namun, diperbolehkan untuk 
diberikan. Menurut penulis, hak nafkah pasca Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 untuk anak luar pernikahan dalam pengertian hukum Islam dan 
hukum positif ini sama-sama harus diberikan dari ayah biologisnya, 
karena ini merupakan salah satu hak anak yang dipenuhi sesuai dengan 
peraturan yang ada. 
 Nafkah yang termasuk di dalamnya ini adalah mengenai biaya 
pendidikan dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Dari pandangan ulama 
yang menyatakan bahwa nafkah anak  yang dilahirkan di luar pernikahan 
dapat diartikan bahwa sebenarnya nafkah anak zina juga dibebankan 
kepada ayah biologisnya.
16
 Menurut Ali Afandi, pihak ayah biologisnya 
harus tetap bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan tanpa status 
perkawinan pada hubungan keperdataan seperti nafkah.
17
 Jadi, anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan yang sah baik dalam pengertian hukum 
Islam dan hukum positif sama-sama berhak mendapatkan nafkah dari 
ayah biologisnya. 
Jadi, hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar pernikahan 
pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menurut penulis, baik dalam 
hukum positif maupun hukum Islam sama pemerolehannya apabila anak luar 
                                                          
16
 https://islam.nu.or.id/post/read/55803/nafkah-anak-luar-nikah diakses tanggal 25 
November 2019 Pukul 19.30 WIB. 
17
 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 2000), hlm. 147. 
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pernikahan di dalam hukum positif diartikan dengan yang tidak dapat untuk 
diakui. Karena baik di dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam anak luar 
pernikahan yang dihasilkan dari hubungan zina ini tidak boleh di akui sebagai 
anak sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang tidak dapat diakui ini 
hanya memperoleh hak keperdataan berupa hak pemenuhan nafkah dan hak 
pemeliharaan. Penulis berpendapat bahwasannya pasca adanya Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar pernikahan yang tidak dapat diakui dalam 
hukum Islam maupun hukum positif ini hanya busa mendapatkan hak 
keperdataannya dari ayah biologisnya secara sebagian tidak bisa didapatkan 
sepenuhnya karena terdapat nash dan peraturan yang telah ada lebih dulu 
yang sifatnya mutlak. Namun, untuk anak luar pernikahan yang boleh diakui 
oleh negara (anak siri) maka anak ini akan mendapatkan hak keperdataannya 
secara sepenuhkan karena anak hasil pernikahan siri ini diperbolehkan untuk 
diakui dan disahkan setelah orang tuanya melegalkan pernikahannya.  
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini ada sebagai bentuk pemberian 
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada anak luar pernikahan atau 
anak luar kawin. Di mana pada dasarnya anak luar pernikahan ini memiliki 
hak yang sama dengan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) 
UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana negara 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 
kemanusiaan. Selain negara yang menjamin hak dari anak luar kawin, kedua 
orang tua tua anak luar kawin sebab zina ini juga wajib bertanggung jawab 
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untuk menjaga dan memelihara hak anak luar pernikahan atau anak luar 
kawin tersebut. Jadi, dengan adanya pemenuhan hak-hak keperdataan anak 
yang dilahirkan di luar pernikahan ini menjadikan hukum perlindungan anak 
memiliki peran di dalamnya. Sedangkan sebagian hak yang tidak bisa 
didapatkan anak luar pernikahan yang sah ini baik secara agama maupun 
negara atau anak hasil dari hubungan perzinaan ini dikarenakan untuk 
menjaga keluhuran dari nasab anak tersebut. 
B. Tinjauan Istih}sa>n Terhadap Hubungan Perdata Antara Anak Luar 
Pernikahan dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 
Hasil Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan hak-hak 
keperdataan kepada anak luar pernikahan atau anak luar kawin terhadap ayah 
biologisnya di mana sebelum adanya putusan tersebut hak anak luar kawin 
tidak dapat dimiliki. Hak-hak keperdataan yang timbul ini mengindikasikan 
bahwa telah ada hubungan perdata yang terjadi antara anak luar kawin dengan 
ayah biologisnya. Anak luar kawin yang dimaksudkan di dalam Putusan ini 
ada 3, yaitu sebab pernikahan siri, incest, dan zina. Putusan MK No. 46/PUU-
VIII/2010 ini dianggap bertentangan dengan norma agama dan sosial 
dikarenakan pengertian anak luar kawin ini juga teruntuk anak yang dilahirkan 
di luar pernikahan yang sah secara agama yaitu anak luar pernikahan yang 
dihasilkan dari hubungan perzinaan. 
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Anak luar pernikahan yang dimaksudkan penulis yaitu anak yang lahir 
di luar pernikahan baik dalam hukum positif dan hukum Islam. Anak luar 
pernikahan di dalam hukum positif terdapat 2 pengertian yaitu anak yang 
dapat diakui kemudian bisa menjadi anak sah disebut dengan anak hasil 
pernikahan siri dan anak yang tidak dapat diakui oleh negara yaitu anak hasil 
perbuatan zina san anak sumbang. Sedangkan, untuk anak luar pernikahan di 
dalam hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah 
baik secara agama maupun negara. Dalam hukum Islam anak ini dihasilkan 
dari hubungan perzinaan yaitu hubungan seksual antara laki-laki dengan 
perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, di mana 
perbuatan ini diharamkan oleh Islam. Di dalam nash sudah terdapat aturan 
yang mengatakan bahwa anak yang dihasilkan dari hubungan zina itu hanya 
memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 
Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 untuk anak luar kawin 
sebab pernikahan siri disebut juga dengan anak luar pernikahan yang dapat 
diakui ini bagi masyarakat sudah dapat diterima apabila ia akan mendapatkan 
hak keperdataan juga dari ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. 
Anak luar kawin sebab pernikahan siri ini tidak menjadi masalah juga di 
dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat dan nash di 
mana di dalam hukum Islam pernikahan siri itu sudah dianggap sah karena 
pernikahannya tetap dijalankan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan di 
dalam hukum positif anak hasil dari pernikahan siri ini termasuk ke dalam 
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anak luar pernikahan yang dapat diakui dan kemudian disahkan oleh negara 
setelah orang tuanya melegalkan pernikahannya. 
Pada dasarnya setiap anak memiliki kedudukan yang sama seperti anak 
manusia pada umumnya yang juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga 
negara yang sama dan harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 
1945. Karena setiap anak memiliki persamaan hukum dalam bernegara, jadi 
setiap anak dalam kondisi apapun seharusnya tidak boleh dijadikan untuk 
pembeda. Apalagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan ini tidak 
mempunyai dosa, seharusnya tidak menanggung hukuman yang seharusnya 
tidak mereka lakukan kesalahannya. 
Menurut Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Abnan Pancasilawati 
bahwasannya: 
Setiap manusia punya martabat, setiap anak lahir harus dilindungi. Di 
dalam Islam ada hadis Nabi bahwa setiap orang itu lahir dalam 
keadaan fitrah atau tanpa dosa, sehingga kedua orang tuanya tak boleh 
semaunya, tetapi harus bertanggung jawab dan menurutnya bahwa 
konstitusi itu mengikuti agama-agama, memuliakan manusia dan 
melarang perzinaan.
18
 
Namun, pada tanggal 10 Maret 2012 Ma’ruf Amin mewakili MUI 
dalam menanggapi Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 dengan menegaskan 
bahwa: 
1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, nikah, waris dan nafkah 
dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya (ayah biologisnya). 
                                                          
18Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar 
Kawin”, Jurnal Fenomena, (Samarinda) Vol. 6 (2), 2014, hlm. 174. 
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2. Anak hasil zina mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan 
ibunya dan keluarga ibunya. 
Anak luar pernikahan ini menurut Hakim MK akan tetap mendapatkan 
hak keperdataanya karena dianggap juga memiliki hubungan biologis dengan 
ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau 
teknologi (tes DNA) bahwa terdapat hubungan darah. Namun, hal ini telah 
ditegaskan oleh MUI bahwasannya anak luar kawin apabila itu dihasilkan dari 
hubungan zina maka tetap tidak akan memiliki hubungan perdata dengan 
ayahnya karena bertentangan dengan Al-nash dan hanya memiliki hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 
Antara Hakim MK dengan MUI terdapat perbedaan pandangan 
mengenai maksud dari anak luar pernikahan atau anak luar kawin dalam 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Menurut penulis, adanya perbedaan 
peraturan di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan Putusan MK No. 
46/PUU-VIII/2010 ini sebenarnya merupakan suatu bentuk perubahan norma 
hukum yang dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak 
dan upaya pemberian jaminan kepastian hukum perlindungan hak-hak 
keperdataan anak luar kawin agar sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak. 
Penulis meninjau permasalahan hubungan perdata antara anak luar 
pernikahan dengan ayah biologisnya ini dengan menggunakan Istih}sa>n. 
Istih}sa>n secara istilah adalah berpindah dari sesuatu hukum yang sudah 
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diberikan kepada sebandingnya ke hukum lain, lantaran adanya suatu sebab 
yang dipandang lebih kuat atau lebih baik.
19
 Dalam permasalahan ini, penulis 
menganalisa dari pembagian Istih}sa>n dari sisi hubungan antara qiya>s dan 
Istih}sa>n. 
Bahwa di dalam pembagian Qiya>s Jali, dibagi menjadi dua, yaitu Qiya>s 
bi al-ta’ts\ir (efek penetapan hukum), yaitu qiyas dengan efek penetapan hukum 
yang lemah jika dibandingkan dengan Istih}}sa>n sebagai pembandingnya. 
Kemudian Qiya>s yang secara lahiriah lemah dan batal, tetapi jika dilakukan 
penelitian secara cermat, ditemukan adanya keabsahan atau ditemukan ada efek 
penetapan hukum, lantaran adanya hal-hal yang tersembunyi yang 
menjadikannya sebagai landasan dari penetapan hukum tersebut. Istih}}sa>n juga 
dibagi menjadi dua, yaitu Istih}}sa>n bi al-ta’ts \ir (efek penetapan hukum, yaitu 
Istih}}sa>n dengan efek peneapan hukum yang lebih kuat, sekalipun tersembunyi). 
Kemudian Istih}}sa>n yang secara lahiriah terlihat efek penetapan hukumnya, 
sekalipun jika dicermati ditemukan sisi ketidakabsahan yang tersembunyi.
 20
 
Pada persoalan ini yang menjadi fokusnya adalah pada efek penetapan 
hukumnya (ta’ts \ir), bukan pada aspek lahirnya dan tersembunyinya, 
maksudnya adalah jika aspek penetapan hukum qiya>s-nya sangat kuat, maka 
yang harus diprioritaskan adalah Istih}sa>n dan begitupun sebaliknya. 
                                                          
19
 Bukhari, Kasyf al-Asrar, Jus: II, hlm. 1123 atau Zakariya, Ghayah al-Wushul, hlm. 
139 atau Wahbah, Ushull, Juz: II, hlm. 737. 
20
 Ma’shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, ..., hlm. 151-153 
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Dalam kasus ini disebutkan bahwa anak luar pernikahan atau anak luar 
kawin itu sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan 
keluarga ibunya saja. Namun, adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini 
mengubah hubungan perdata yang ditimbulkan dari anak luar kawin dengan 
mengedepankan asas kepastian dan perlindungan hukum. Di mana anak luar 
kawin ini tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 
ibunya saja namun juga dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya 
yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana yang 
penulis maksudkan anak luar kawin dalam penelitian ini adalah anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. 
Proses analisisnya : 
Kasus:  Hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar 
pernikahan dengan ayah biologisnya. 
Qiyas: Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah hanya memiliki 
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, di mana 
peraturan ini terdapat di dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan: 
 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 
Istih}sa>n: Anak luar kawin ini dapat memiliki hubungan perdata selain dengan 
ibunya dan keluarga ibunya juga memiliki hubungan perdata 
dengan ayah biologisnya serta ayah biologisnya, di mana hal ini 
sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bahwasannya: 
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 ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki 
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya.” 
Hal ini secara lahiriah atau fisik benar karena Hakim MK berusaha 
untuk melindungi anak luar pernikahan ini, namun apabila Istih}sa>n diterapkan 
akan menimbulkan efek yang baru sehingga, dalam hal ini konsep dari 
Istih}sa>n tidak bisa diterapkan di dalam kasus ini karena bertentangan dengan 
nash atau hukum yang mutlak. Tujuan utama dari hubungan keperdataan 
antara anak dengan orang tuanya adalah untuk menjaga keluhuran nasab dan 
pemenuhan hak keperdatannya. 
Abu Hanifah yang menjadikan Istih}sa>n sebagai sumber hukum 
menolak penggunaan Istih}sa>n dalam artian mengamalkan sesuatu berdasarkan 
akal dan mengabaikan nash. Jika mengedepankan akal dan mengabaikan nash 
maka dapat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi, 
dalam kasus ini tidak boleh menghalalkan (mengesahkan anak luar pernikahan 
sebab perbuatan zina untuk bisa memiliki hubungan nasab dengan ayah 
biologisnya) yang jelas-jelas diharamkan oleh nash.
21
 
Dalam hal ini adanya perpindahan hukum dari Pasal 43 UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ke Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah 
sebenarnya untuk melindungi hak-hak anak luar perkawinan agar tidak 
terlantar dengan alasan bahwasannya anak yang dilahirkan di luar pernikahan 
                                                          
21
 https://rismaalqomar.wordpress.com/2010/03/05/sumber-hukum-islam-istihsan/ 
diakses tanggal 1 Maret 2020 Pukul 08.20 WIB. 
91 
 
 
 
ini tetap wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU 
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan UUD 1945. Selain itu Hakim 
MK beranggapan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah 
secara agama dan tidak boleh diakui di dalam hukum positif (anak hasil 
perbuatan zina) ini juga dilahirkan dalam kondisi suci sehingga tidak berhak 
jika menerima dosa dari kedua orang tuanya. 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat ditafsirkan bahwasanya 
telah melegitimasi atau melegalkan adanya hubungan perzinaan apabila juga 
diperuntukan anak hasil dari perbuatan zina. Hasil dari putusan ini jika 
ditafsirkan sebagai pelegalan hubungan perzinaan maka, sangat bertentangan 
dengan nash dan peraturan yang sifatnya mutlak selain itu juga bertentangan 
dengan konsep Sadd al Dzari’ah yaitu sesuatu yang mubah tapi dapat 
membawa kesuatu perbuatan yang diharamkan. Dalam hukum Islam juga 
telah disebutkan di dalam Pasal 100 KHI bahwasannya anak yang dilahirkan 
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 
keluarga ibunya saja. Selain itu juga terdapat nash yang mengatur mengenai 
hubungan nasab anak luar pernikahan akibat dari hubungan zina dalam hadis 
Nabi SAW, dijelaskan: 
 ِرِهاَعِْللَو ِشاَِرفِْلل َُدلَوَْلا ِرَجَحْلا  
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Artinya: 
“Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, 
‘Anak hasil zina itu ialah untuk ibunya, dan laki-laki yang berzina itu berhak 
dilempar batu’.”22 
Kemudian di dalam hukum positif juga telah terdapat peraturan di 
dalam KUH Perdata yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar 
pernikahan yang tidak boleh diakui ini disebut dengan anak zina dan anak 
sumbang di mana  hal ini terdapat di dalam Pasal 272 KUH Perdata 
disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah 
namun, tetap bisa dilakukan pengesahan anak apabila terdapat pengakuan dari 
orang tuanya dan dalam hal ini tidak berlaku bagi anak hasil zina. Anak yang 
dibuahkan di luar perkawinan kemudian dapat disahkan dengan perkawinan 
antara si ibu dan si ayah. Kemudian juga disebutkan di dalam Pasal 283 KUH 
Perdata bahwa anak yang lahir karena zina tidak dapat diakui. 
Namun, untuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang dapat 
diakui dan dilakukan pengesahan dalam artian anak hasil pernikahan siri, jika 
dilihat menggunakan konsep Istih}sa>n maka tidak bertentangan, karena anak 
hasil siri di dalam hukum Islam merupakan anak yang sah dan di dalam 
hukum positif anak ini boleh dijadikan sebagai anak sah ketika orang tuanya 
telah melegalkan pernikahannya di pengadilan. Dengan adanya Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010 ini dijadikan sebagai bentuk pemberian perlindungan 
hukum kepada anak hasil pernikahan siri tersebut dan maslahah yang 
didapatkan lebih besar karena sebelum ada putusan tersebut anak luar 
                                                          
22
 HR al-Bukhâri kitab al-Farâ’id, Bab Manidda’a Akhan atau Ibna akhi, lihat Fathul 
Bâri, 12/52 
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pernikahan sebab pernikahan siri ini tidak bisa mendapatkan hak 
keperdatannya namun setelah adanya putusan tersebut anak pernikahan siri ini 
bisa mendapatkan hak keperdataanya secara sepenuhnya. 
Menurut penulis, Hakim MK ini dalam mengeluarkan Putusan MK 
No. 46/PUU-VIII/2010 masih bersifat subjektif karena hanya 
mempertimbangkan perlindungan hukum bagi anak luar kawin saja tanpa 
mempertimbangkan sanksi bagi ayah biologisya dan memperhatikan norma 
hukum yang telah ada bahkan yang bersifat mutlak. Hakim MK dianggap 
hanya menafsirkan Pasal 43 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara tekstual 
saja dan mewujudkannya dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak 
luar kawin dengan memberikannya kesempatan untuk memiliki hubungan 
keperdataan dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menimbulkan dampak adanya 
pelegalan dari hubungan perzinaan. 
Jadi, menurut penulis konsep Istih}sa>n bisa diterapkan untuk 
mendapatkan hak keperdataan anak luar pernikahan yang bisa diakui dan 
disahkan atau anak hasil pernikahan siri dengan ayah biologisnya pasca 
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 karena tidak bertentangan dengan nash 
maupun peraturan yang bersifat mutlak. Sedangkan konsep Istih}sa>n tidak 
dapat diterapkan untuk pemerolehan hubungan keperdataan antara anak luar 
pernikahan yang tidak bisa diakui yaitu anak hasil perbuatan zina dan anak 
sumbang dengan ayah biologisnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 
baik dalam pengertian hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini 
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dikarenakan putusan tersebut bertentangan dengan nash dan peraturan yang 
telah ada sebelumnya, selain itu juga bertentangan dengan norma agama dan 
norma sosial yang ada di masyarakat. Namun, adanya putusan ini dapat 
memberikan perlindungan hukum anak atas pemenuhan haknya di mana anak 
luar kawin sebab zina ini tetap bisa mendapatkan haknya setelah mendapatkan 
pengakuan dari ayahnya berupa hak pemeliharaan dan hak pemenuhan nafkah 
seperti dalam hal pendidikan dan kesejahteraan karena ini sudah menjadi 
tanggung jawab ayah biologisnya. 
Pengakuan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina dan sumbang 
tidak menyebabkan keabsahan anak, sehingga konsep Istih}sa>n  tidak bisa 
diterapkan di dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 karena di dalam 
qiya>s tersebut setelah dilakukan penelitian secara cermat, ditemukan adanya 
keabsahan atau efek penetapan hukum bahwasannya anak luar pernikahan 
yang tidak bisa diakui ini (anak hasil perbuatan zina) ini hanya memiliki 
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja karena digunakan 
untuk menjaga keluhuran nasab dan harkat martabatnya sebagai manusia. Jadi, 
hubungan keperdataan antara anak luar pernikahan yang tidak bisa diakui 
(anak hasil perbuatan zina) dengan ayah biologisnya ini diterapkan dengan 
lebih memprioritaskan qiya>s daripada penerapan Istih}sa>n yaitu pasca Putusan 
MK No, 46/PUU-VIII/2010 karena apabila Istih}sa>n diterapkan maka akan 
menimbulkan hukum yang berdampak pada pelegalan hubungan perzinaan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Hak-hak keperdataan yang didapatkan anak luar pernikahan ini menurut 
penulis bahwasannya di dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini 
tidak menyebutkan apa saja hak yang didapatkan oleh anak luar 
pernikahan atau anak luar kawin. Jadi, menurut penulis hak keperdataan 
anak yang dilahirkan di luar pernikahan apabila diartikan sebagai anak 
nikah siri atau sebagai anak luar pernikahan yang boleh diakui dan 
disahkan maka pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 anak hasil 
pernikahan siri akan mendapatkan hak keperdataan secara sepenuhnya 
setelah kedua orang tuanya melegalkan pernikahannya. Namun, untuk 
anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang tidak boleh untuk diakui 
sesuai hukum Islam dan KUH Perdata yaitu anak yang dihasilkan dari 
hubungan zina maka pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bisa 
mendapatkan hak keperdataan namun tidak secara sepenuhnya, hanya 
perihal hak pemeliharaan dan hak nafkah dari ayah biologisnya. Hal ini 
dikarenakan bahwa anak yang dihasilkan dari perbuatan zina ini dapat 
diakui ayah biologisnya namun tidak bisa disahkan sehingga 
kedudukannya tetap tidak untuk menjadi anak sah dan bertentangan 
dengan nash.  
2. Istih}sa>n dapat diterapkan untuk meninjau hubungan keperdataan antara 
anak luar pernikahan yang boleh diakui atau anak hasil pernikahan siri 
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karena tidak bertentangan dengan nash dan terdapat manfaat yang 
didapatkan dari Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Sedangkan Istih}sa>n 
tidak dapat digunakan untuk meninjau hubungan perdata antara anak yang 
dilahirkan di luar pernikahan yang tidak boleh diakui sesuai Hukum Islam 
maupun KUH Perdata yaitu anak hasil hubungan zina dengan ayah 
biologisnya pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Hubungan 
keperdataan antara anak luar pernikahan sebab adanya hubungan zina ini 
dengan ayah biologisnya diterapkan dengan lebih memprioritaskan qiya>s 
daripada penerapan Istih}sa>n yaitu pasca Putusan MK No, 46/PUU-
VIII/2010 karena putusan tersebut dianggap bertentangan dengan nash 
dan hukum mutlak. 
B. Saran 
1. Pemerintah terlebih Hakim MK kedepannya dapat memberikan 
pengertian yang secara jelas pada setiap putusan yang diputuskannya 
karena agar tidak menimbulkan multitafsir yang kemudian menimbulkan 
pro dan kontra. Di mana di dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII-2010 
terdapat multitafsir perihal pemaknaan anak luar kawin yang seperti apa 
saja yang di maksud dan hak keperdataan apa saja yang bisa di dapatkan. 
2. Pemerintah dalam hal ini anggota DPR dapat membuat peraturan atau 
regulasi yang lebih rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama 
dan norma sosial serta tetap mengacu kepada perkembangan hukum yang 
ada. 
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3. Masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menerima Putusan No. 
46/PUU-VIII-2010 dan tetap berpegang teguh bahwa perbuatan zina itu 
tetap sesuatu hal yang diharamkan dan dilarang oleh agama. 
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PUTUSAN 
Nomor 46/PUU-VIII/2010 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 
menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
[1.2] 1.  Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti 
H. Mochtar Ibrahim 
  Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970 
  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 
002/008, Desa/Kelurahan Pondok 
Betung, Kecamatan Pondok Aren, 
Kabupaten Tangerang, Banten 
2.  Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin 
Moerdiono 
 Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996 
  Alamat  : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 
002/008, Desa/Kelurahan Pondok 
Betung, Kecamatan Pondok Aren, 
Kabupaten Tangerang, Banten. 
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 
2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) 
Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang 
beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal 
Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 
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[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; 
 Mendengar keterangan dari para Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; 
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon; 
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; 
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan 
Rakyat; 
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon; 
2. DUDUK PERKARA 
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan 
bertanggal 14 Juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)  pada hari Senin tanggal 14 Juni 
2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 
211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada Rabu tanggal 23 Juni 2010 dengan  
Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada tanggal 9 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut: 
A.  Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 
1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia; 
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 
a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara. 
Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: 
Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga 
 3
negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan 
diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum 
perkawinannya oleh undang-undang; 
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua syarat yang 
harus dipenuhi untuk permohonan uji materiil ini, yaitu apakah Pemohon 
memiliki legal standing dalam perkara permohonan uji materiil undang-
undang ini? Syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai 
Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat 
kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 
4. Bahwa telah dijelaskan terdahulu, Pemohon adalah warga negara 
Indonesia yang merupakan “Perorangan Warga Negara Indonesia”, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Karenanya, 
Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji 
materiil ini; 
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang 
menyatakan: 
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya 
pemikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sah dan hal itu 
juga telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana tercantum 
dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., 
tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: 
"... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung 
pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. 
Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, 
dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang 
saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan 
Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal 
(mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan 
dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh 
laki-laki bernama Drs. Moerdiono; 
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6. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan: 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” 
Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka hak-hak 
konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin 
oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
telah dirugikan; 
Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.” 
Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa Pemohon 
yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang setara 
dengan warga negara Indonesia Iainnya dalam membentuk keluarga dan 
melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama 
di hadapan hukum; 
Sedangkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 
Ketentuan UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak 
Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama 
di hadapan hukum. 
Artinya, UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk 
keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi, UU Perkawinan 
berkata lain yang mengakibatkan Pemohon dirugikan hak 
konstitusionalnya. Secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan 
perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya 
masing-masing. Dalam hal ini, Pemohon telah melaksanakan 
perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam, 
serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh Islam. 
Bagaimana mungkin norma agama diredusir oleh norma hukum sehingga 
perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari diredusirnya norma 
agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan Pemohon statusnya 
menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistensi 
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anaknya di muka hukum menjadi tidak sah; 
7. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: 
“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” 
Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka anak Pemohon 
hanya mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama 
juga dianut dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika 
norma hukum UU Perkawinan menyatakan seorang anak di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu 
perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan 
yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al-
Quran dan Sunnah, dalam hal ini, perkawinan Pemohon adalah sah dan 
sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. 
Perkawinan Pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak-
tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. Begitu pula anaknya 
adalah anak yang sah. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan 
sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam UU Perkawinan 
adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam 
perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. 
Jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah 
menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak 
sah? 
Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak 
konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan 
pengesahan atas pemikahannya serta status hukum anaknya yang 
dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 telah dirugikan; 
8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.” 
Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
 6
43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah 
merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik 
berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan 
norma agama karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama 
dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah 
berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibat dari bentuk 
pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah 
hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. 
Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap 
norma agama; 
9. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 
Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon 
dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 
UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk 
mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum 
anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka 
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai 
kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun 
sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup 
fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur 
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon 
sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan 
dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap 
sebagai satu kesatuan argumentasi; 
10. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut, jelas menunjukkan bahwa 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil undang-undang; 
B. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil UU Perkawinan 
11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan 
merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU 
Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 
(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang 
mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status 
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perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil 
perkawinan; 
12. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan 
tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan 
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 
dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak 
konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status 
hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah 
dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas 
tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan 
sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional 
yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan 
Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah 
tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang 
mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan 
sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah 
menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang 
dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam 
UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum 
dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama). Hal 
senada juga disampaikan oleh Van Kan: “Kalau pelaksanaan norma-norma 
hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan 
memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju 
norma-norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat-akibat 
dari pelanggaran norma-norma hukum itu.” (Van Kan, Pengantar Ilmu 
Hukum (terjemahan dari Incleiding tot de Rechtswetenshap oleh Mr. Moh. 
O. Masduki), PT. Pembangunan, Jkt, cet. III, 1960, hal. 9-11.) 
13. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki 
kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan 
pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi 
yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 
adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada 
 8
diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang 
dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang 
dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta 
tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama 
telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. 
Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan 
norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak 
tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, 
pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak 
yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah 
berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU 
Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu 
menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum 
menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak 
terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. 
Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang 
dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan 
norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi 
Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan 
norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma 
hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum 
terhadap norma agama; 
14. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka 
telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) 
antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, 
khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan 
dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang 
dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran 
atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik 
Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pemikahan Pemohon yang 
telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon 
tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak 
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hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum  pula; 
Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B 
ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah 
mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-
usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon 
dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami 
dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, 
mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun 
yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan 
diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya 
berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut 
adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di 
hadapan hukum; 
Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan 
berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah 
perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar 
perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan 
mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di 
masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; 
Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang 
tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua 
orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan 
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian 
hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah 
melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga 
menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya 
pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal 
tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan 
anak dalam pergaulannya di masyarakat; 
15. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, 
yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta 
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untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal 
ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang 
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon 
dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon 
tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir 
dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. 
Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di 
masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional 
Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh 
kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan 
diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah Van 
Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in 
Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur 
pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. 
Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 
melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu 
kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya 
terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan 
golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. 
Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan 
pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum 
untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara 
kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh 
sedapat mungkin yang menjadi haknya (Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu 
Hukum, terjemahan Incleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht 
oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff-kalff N.V. Jkt. Cet. IV, 1958, hal. 13). 
Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya 
mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis 
(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan 
mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin 
dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk 
umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya 
adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori 
utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa 
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yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan 
sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kelemahannya 
adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, 
sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori 
selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan 
oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus 
ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht 
menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 
(rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua 
tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. 
Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum 
bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum menjaga agar 
dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). 
Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah 
mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat (Riduan 
Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Pustaka Kartini, Cet. Pertama, 
1991, hal. 23-26). Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang 
termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang 
seharusnya didapatkan oleh Pemohon; 
16. Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka MK 
berwenang untuk mengadili dan memutuskan Perkara Permohonan Uji 
Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap 
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 
Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir 
maka dengan ini Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan 
memberikan Putusan sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk 
seluruhnya; 
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 
bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945; 
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-
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adilnya (ex aequo et bono); 
[2.2]   Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan 
Bukti P-6, sebagai  berikut:  
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
2. Bukti P-2 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 
46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. 
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007. 
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/II/2007. 
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal 
Somasi tertanggal 16 Oktober 2006. 
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal 
Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007. 
 Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan, 
M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan 
keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011, yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
1. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan 
adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya; 
2. Namun keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyebutkan tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
mengakibatkan adanya dua pemahaman. Di satu sisi, perkawinan adalah sah 
jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing; di sisi lain 
perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat; 
3. Dari perspektif hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah 
memenuhi lima rukun, yaitu ijab qabul, calon mempelai pria, calon mempelai 
wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita; 
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4. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan 
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang 
yang telah memenuhi syarat dan rukun secara Islam tetapi karena tidak dicatat 
di KUA maka pernikahannya menjadi tidak sah; 
5. Karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut Pasal 43 ayat (1) UU 
Perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki 
nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta 
kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak; 
6. Anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan 
masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah 
lainnya; 
7. Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak di luar 
nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya 
adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, karena anak yang 
seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi 
akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan 
perkawinan yang tidak dicatat; 
8. Dalam hukum Islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung 
beban dosa orang tuanya. Islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau 
pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak lainnya; 
9. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bersifat individu. Seseorang 
tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab 
terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran Surat al-
Isra’/17:15; Surat al-An’am/6:164; Surat Fatir/35:18; Surat az-Zumar/39:7; dan 
Surat an-Najm/53:38; 
10. Islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazab kepada ibu 
kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah 
memenuhi syarat dan rukun). Anak yang lahir dari perkawinan sah secara 
Islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasab 
kepada kedua bapak dan ibunya; 
11. Bahkan dalam Islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut 
memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. Jika anak yang akan 
diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus 
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diakui sebagai saudara seagama atau aula/anak angkat; dan bukan dianggap 
sebagai anak kandung; 
12. Dalam fiqh, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi 
terdapat perintah dalam Al Quran Surat an-Nisa’ untuk menaati ulil amri (dalam 
hal ini Undang-Undang sebagai produk ulil amri); 
13. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28B ayat 
(2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 
14. Jika Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengandung 
madharat, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madharat, maka dalam 
kaidah hukum Islam, harus dipilih madharat-nya yang paling ringan; 
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah 
menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 
2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011, yang 
menyatakan sebagai berikut. 
I .  Pokok Permohonan 
Bahwa para Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga 
negara Indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: 
a. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat 
(1) UU Perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan 
kerugian bagi para Pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status 
perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan 
Pemohon I ;  
b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dicederai oleh norma hukum 
dalam Undang-Undang Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan 
merugikan karena perkawinan Pemohon I adalah sah dan sesuai dengan 
rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusionai yang termaktub 
dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon I yang 
dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 
UU Perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. 
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Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum 
anak (Pemohon I I )  yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I menjadi anak 
di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 34 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinan. Disisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah 
barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di 
muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. 
c. Singkatnya menurut Pemohon, ketentuan a quo telah menimbulkan perlakuan 
yang tidak sama di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang 
bersifat diskrimintaif, karena itu menurut para Pemohon ketentuan a quo 
dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) 
serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
I I .   Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 
Berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, 
maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang 
memiliki kedudukan hukum dalam permohonan Pengujian Undang-Undang 
terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 
a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 
51 ayat (1) UU MK. 
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang 
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; 
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 
Jika memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon dalam 
permohonan ini memiliki kualifikasi atau bertindak selaku perorangan warga negara 
Indonesia, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah 
dirugikan atas berlakunya Undang-Undang a quo atau anggapan kerugian tersebut 
sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. 
Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, menurut Pemerintah 
anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi 
terhadap diri para Pemohon, bukanlah karena berlakunya dan/atau sebagai akibat 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada 
kenyataannya yang dialami oleh Pemohon I dalam melakukan perkawinan dengan 
seorang laki-laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal (2), Pasal (4), Pasal 
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5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan serta PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan Poligami yang 
dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dicatat. 
Seandainya Perkawinan Pemohon I dilakukan sesuai dengan ketentuan 
hukum yang terdapat dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon I tidak 
akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan 
dijamin bahwa Pemohon I akan memperoleh status hukum perkawinan yang 
sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. 
Karena itu, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
memohon kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah 
benar sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 
diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang 
dimohonkan untuk diuji tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah permasalahan 
yang terjadi terhadap para Pemohon adalah tidak terkait dengan masalah 
konstitusionalitas keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang a quo 
yang dimohonkan untuk diuji tersebut, akan tetapi berkaitan dengan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 
dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko 
akibat hukumnya dikemudian hari. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah adalah tepat 
jika Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para 
Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 
Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam 
Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo, sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 
Putusan Nomor  11/PUU-V/2007). 
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III.  Keterangan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan/argumentasi secara rinci 
terhadap dalil-dalil maupun anggapan para Pemohon tersebut di atas, dapat 
disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
A.  Secara umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak 
manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri. 
Secara umum perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan 
keluarga yang lestari, utuh, harmonis, bahagia lahir dan batin. Karena itu 
dengan sendirinya diperlukan kesesuaian dari kedua belah pihak yang akan 
menyatu menjadi satu dalam sebuah unit terkecil dalam masyarakat, sehingga 
latar belakang kehidupan kedua belah pihak menjadi penting, dan salah satu 
latar belakang kehidupan itu adalah agama. 
Agama menurut ahli sosiologi merupakan sesuatu yang sangat potensial untuk 
menciptakan integrasi, tetapi di sisi lain sangat mudah sekali untuk memicu 
konflik. Karenanya jika UU Perkawinan menganut aliran monotheism tidak 
semata-semata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang 
mengharamkan adanya perkawinan beda agama, melainkan juga karena 
persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, 
harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran heterotheism 
(antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak 
harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera. 
Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga 
negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap 
orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam 
Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): 
"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dengan demikian perlu disadari 
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bahwa di dalam hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban 
penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah 
mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat 
dilaksanakan sebebas-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi 
pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak 
konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan 
pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis”. 
Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, 
pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut 
bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat 
luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu 
hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak 
konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara 
yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, "... untuk membentuk 
Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa ...”. 
Artinya bahwa pembentukan Undang-Undang meskipun di dalamnya 
mengandung norma atau materi yang dianggap membatasi hak konstitusional 
seseorang, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian dari upaya 
yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi segenap bangsa 
Indonesia, untuk memajukan ketertiban umum, kesejahteraan, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. 
Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan 
hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan a quo 
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sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang 
semata-mata bertujuan untuk melindungi warga negara untuk terciptanya 
masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam 
Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya perkawinan adalah suatu lembaga 
yang sangat menentukan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan 
sejahtera, maka keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat 
itulah yang akan membentuk masyarakat bangsa Indonesia menjadi 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika keluarga yang terbentuk 
adalah keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, dan tidak sejahtera, 
mustahil akan terbentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 
sejahtera. 
Dengan demikian, maka UU Perkawinan telah sejalan dengan amanat 
konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UU 
Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan 
menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi 
undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan 
seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi 
tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain. 
B.  Penjelasan Terhadap Materi Muatan Norma Yang Dimohonkan Untuk 
Diuji Oleh Para Pemohon. 
Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang 
menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, 
yaitu: 
Pasal 2 yang menyatakan: 
Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” 
Pasal 43 yang menyatakan: 
Ayat (1): “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), 
UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: 
Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 
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melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 
Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”. 
Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”. 
Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat 
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 
1. Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan 
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu 
saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 
spiritual dan material. 
Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan bahwa 
“suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”; dan pada Pasal 2 ayat (2) 
dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Bahwa menurut Undang-Undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan 
kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan 
belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk: 
a. tertib administrasi perkawinan; 
b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, 
istri maupun anak; dan 
c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang 
timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte 
kelahiran, dan lain-lain; 
 21
Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang 
menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah bertentangan dengan Pasal 28B 
ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pencatatan 
perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara 
melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun 
keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum 
terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. 
Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, 
karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” 
memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat 
dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan 
prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan 
agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan 
dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan 
yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 
UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. 
Bahwa benar UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak 
berarti bahwa undang-undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih 
dari seorang (poligami). Apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan 
poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya 
dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan 
prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang a quo khususnya 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta PP 
Nomor 9 Tahun 1975. 
Apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dengan segala akibat 
hukumnya antara lain: tidak mempunyal status perkawinan yang sah, dan 
tidak mempunyal status hak waris bagi suami, istri, dan anak-anaknya. 
Bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami 
yang diatur dalam UU Perkawinan berlaku untuk setiap warga negara 
Indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang 
atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon. Di samping itu 
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ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 
yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 
Dari uraian tersebut di atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa 
pencatatan perkawinan baik di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 
Sipil menurut Pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas 
keberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para 
Pemohon. 
Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut tidak 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945. 
2. Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Anak yang dilahirkan 
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya”, menurut Pemerintah bertujuan untuk memberikan 
perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 
anak dan ibunya serta keluarga ibunya, karena suatu perkawinan yang tidak 
dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, 
sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatat menurut 
Undang-Undang a quo dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar 
perkawinan yang sah. Ketentuan dalam pasal ini merupakan konsekuensi 
logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan 
yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang a quo, 
karenanya menjadi tidak logis apabila undang-undang memastikan hubungan 
hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan 
hukum sebagai anak dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam suatu 
perkawinan yang sah. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan 
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo justru bertujuan untuk memberikan 
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perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara 
anak dan ibunya serta keluarga ibunya. 
Oleh karena itu menurut Pemerintah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 
Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 kaena apabila perkawinan tersebut 
dilakukan secara sah maka hak-hak para Pemohon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
dapat dipenuhi. 
Lebih lanjut Pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para 
Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah 
memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap 
Pemohon, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Dalam menjalankan hak 
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 
ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) 
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 
IV. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dapat 
memberikan putusan sebagai berikut: 
1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal 
standing); 
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard); 
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 
4. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan 
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tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945; 
Namun demikian apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan 
Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan 
menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
pada tanggal 24 Februari 2011, yang menguraikan sebagai berikut: 
Keterangan DPR RI 
Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan     
a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan 
mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut: 
I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur 
dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa 
“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 
a. perorangan warga negara Indonesia; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang; 
c. badan hukum publik atau privat; atau 
d. lembaga negara.” 
Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 
ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan 
“hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) 
ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 
1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.  
Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat 
diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
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permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih 
dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 
a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan aquo sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam 
“Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya 
Undang-Undang. 
Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah 
memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul 
karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide 
Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) 
yaitu sebagai berikut: 
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945; 
b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut 
dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang 
diuji; 
c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang 
dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat 
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau 
tidak lagi terjadi. 
Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam 
perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka para Pemohon tidak memiliki 
kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 
Menanggapi permohonan para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa 
para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para 
Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk 
diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak 
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dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya 
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. 
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan 
sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) 
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 
011/PUU-V/2007. 
II. Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan 
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi 
pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan  
kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B 
ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  telah dirugikan.  DPR 
menyampaikan penjelasan sebagai berikut: 
1. Bahwa perlu dipahami oleh para Pemohon, bahwa untuk memahami UU 
Perkawinan terkait dengan ketentuan Pasal Undang-Undang a quo yang 
dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian 
dari Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. 
Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara 
seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan 
agama/kerohanian. Jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan 
yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. Namun jika dikaitkan dengan 
tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera 
serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan 
kewajiban keperdataan. 
2. Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul 
dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan 
pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, 
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namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum  dan memberikan 
perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan 
(suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan 
administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan 
kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu 
kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat 
mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan 
kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan   
perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat 
dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
kewenangan. Bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: 
a. untuk tertib administrasi perkawinan; 
b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 
membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 
c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 
d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; 
e. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 
adanya perkawinan;  
3. Bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 
Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 
legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan 
dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap 
perkawinan. Dengan demikian DPR berpendapat bahwa dalil Pemohon yang 
menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar.  
4. Bahwa terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa para 
Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena UU 
Perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang-
halangi para Pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) 
UUD 1945, DPR merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
12/PUU-V/2007 dalam pertimbangan hukum  halaman 97-98 menyebutkan: 
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Bahwa Pasal-Pasal yang tercantum dalam UU Perkawinan yang memuat  
alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagai 
upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang 
menjadi kewajiban suami yang akan  berpoligami dalam rangka mewujudkan 
tujuan perkawinan. Oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Dengan demikian alasan para Pemohon tidak dapat mencatatkan 
perkawinannya karena UU Perkawinan pada prinsipnnya berasas monogami 
adalah sangat tidak berdasar. Pemohon tidak dapat mencatatkan 
perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami 
sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu sesungguhnya 
persoalan para Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 
persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon. 
5. Bahwa oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak 
dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat 
diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, 
sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari 
akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan 
yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dapat  berimplikasi  terhadap pembuktian hubungan keperdataan anak dengan 
ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat 
tersebut,  tentu hanya mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibu dan 
keluarga ibunya. 
7. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut DPR justru dengan 
berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan akan menjamin 
terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian 
hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungannya dengan ibu serta 
keluarga ibunya. Apabila ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini 
dibatalkan justru akan berimplikasi  terhadap kepastian hukum atas status 
keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. Dengan 
demikian ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak bertentangan 
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dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon kiranya 
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar 
putusan  sebagai berikut: 
1. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 
permohonan a quo tidak dapat diterima; 
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya; 
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) 
dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tetap 
memiliki kekuatan hukum mengikat. 
Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis 
bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 
Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; 
[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala 
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara 
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
putusan ini; 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.1]  Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk 
menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 
selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 
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[3.2]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan: 
a.  Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 
b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan 
permohonan a quo; 
Kewenangan Mahkamah 
[3.3]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, 
selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar;  
[3.4]  Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji 
konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap 
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh 
karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;  
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon  
[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang 
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 
Undang-Undang, yaitu: 
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a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang 
mempunyai kepentingan sama);  
b.  kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang diatur dalam Undang-Undang;  
c.  badan hukum publik atau privat; atau  
d.  lembaga negara;  
Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 
1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:  
a.  kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 
(1) UU MK;  
b.  kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan 
pengujian;  
[3.6]  Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 
lima syarat, yaitu:  
a.  adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 
UUD 1945;  
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap 
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  
c.  kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau 
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 
akan terjadi;  
d.  adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud 
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;  
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka 
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;  
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[3.7]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada 
paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
mengenai kedudukan hukum (legal standing)  para Pemohon dalam permohonan  
a quo  sebagai berikut:  
[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai 
perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang 
diatur dalam UUD 1945 yaitu: 
Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga 
dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;  
Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi”, dan  
Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
di hadapan hukum”; 
Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 
ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974;  
[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh 
para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut 
Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian 
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga 
para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan a quo; 
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal 
standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 
Pendapat Mahkamah  
Pokok Permohonan 
[3.11]  Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian 
konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “Tiap-tiap 
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan 
Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak; 
[3.12]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan 
perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna 
hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, 
Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-
prinsip perkawinan menyatakan, 
“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di 
samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting 
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan”. 
Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan 
perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; 
dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang 
ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. 
Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-
undangan merupakan kewajiban administratif. 
Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, 
menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif 
negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan 
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta 
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan 
ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai 
pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan 
ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang 
 34
dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945]. 
Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan 
agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang 
dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang 
sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna 
dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara 
terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan 
dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti 
otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat 
terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian 
yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti 
pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur 
bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka 
mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. 
Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan 
dengan adanya akta otentik sebagai buktinya; 
[3.13]  Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) 
frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam 
perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu 
permasalahan tentang sahnya anak. 
Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya 
pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) 
maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang 
menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil 
manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena 
hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan 
perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 
hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang 
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menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung 
jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan 
hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala 
berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan 
bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. 
Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului 
dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, 
adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara 
bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. 
Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai 
bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat 
juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan 
laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal 
prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan 
perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena 
kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan 
status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di 
tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan 
perkawinannya masih dipersengketakan; 
[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 
ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus 
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti 
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata 
dengan keluarga ayahnya”; 
[3.15]  Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka 
dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 
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beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang 
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan 
dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni 
inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan 
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 
sebagai ayahnya; 
4. KONKLUSI 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di 
atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1]   Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk  
mengajukan permohonan a quo; 
[4.3]   Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian; 
 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5076); 
5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili,  
Menyatakan: 
§ Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
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§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan 
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata 
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 
§ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang 
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat 
bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai 
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai 
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; 
§ Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
§ Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap 
Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, 
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, 
tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah 
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan 
Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. 
Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida 
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Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil 
Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan 
didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 
para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. 
KETUA, 
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Moh. Mahfud MD.  
 
ANGGOTA-ANGGOTA, 
ttd. 
td  
Achmad Sodiki  
ttd. 
 
Maria Farida Indrati  
ttd. 
 
Harjono  
ttd. 
 
Ahmad Fadlil Sumadi 
ttd. 
 
Anwar Usman 
ttd. 
 
Hamdan Zoelva 
ttd. 
 
M. Akil Mochtar 
ttd. 
 
Muhammad Alim 
 
6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) 
Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki 
alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: 
[6.1]  Perkawinan menurut Pasal 1 UU 1/1974 adalah “… ikatan lahir bathin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”; sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan 
Pasal 2 UU 1/1974 menyatakan bahwa: ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” 
Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”. 
Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan 
Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 
administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 
telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 
pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 
dilakukan. 
Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-
undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan 
bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 
ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya 
menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga 
dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa 
perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi 
berwenang atau pegawai pencatat nikah. 
Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif 
yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka 
hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi 
penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” 
dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang a quo juga akan dimaknai sebagai 
perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang 
lima. 
Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan 
dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu 
tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, 
suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena 
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pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya 
kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh 
otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. 
[6.2] Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada 
pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari 
inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh 
pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. 
Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari 
penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara 
sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan 
rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. 
Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena 
kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, 
adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. 
Esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita 
dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan 
setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, 
wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak 
bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan 
anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan 
syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat 
dihindari dan ditolak. 
Negara mengatur (mengundangkan) syarat-syarat perkawinan sebagai upaya 
positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. 
Syarat-syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pemenuhannya 
menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya Akta Nikah, dapat 
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan 
administrasi kependudukan. Saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan 
konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. 
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Saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan 
kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. 
[6.3] Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu 
dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada 
kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang 
mengabaikan UU 1/1974, dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan 
menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara 
hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 
yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam 
memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri 
dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”, adalah bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945. Saya menilai, Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak 
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang a quo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya 
menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun ketiadaannya 
tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. Kenyataan ini dapat terlihat 
adanya pelaksanaan program/kegiatan perkawinan massal dari sejumlah 
pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. 
Selain itu hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang 
mensyaratkan pencatatan perkawinan. Perlindungan terhadap hak anak 
sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga 
dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban 
terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang 
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu 
peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian 
konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 
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ayat (2) UU 1/1974, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak 
bagi sahnya perkawinan, pasal a quo potensial merugikan hak konstitusional 
Pemohon I.  
[6.4] Harus diakui bahwa praktek hukum sehari-hari menunjukkan adanya 
pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan 
keperdataannya sehari-hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh 
berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan 
keperdataannya kepada hukum adat setempat. Pluralisme hukum ini diatur dan 
secara tegas dilindungi oleh UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan cita-
cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya 
friksi-friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek-praktek 
hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. Dengan 
semangat menghindarkan adanya friksi-friksi dan efek negatif dari friksi-friksi 
dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang-
undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. Tidak dapat 
dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme 
hukum, di satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama 
maupun hukum adat. Praktek pembatasan semacam ini mendapatkan 
pembenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa, “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” 
Dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya 
mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada 
syarat-syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan 
tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan 
kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. Kenyataan ini 
dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak-anak yang lahir 
dari perkawinan tersebut. Terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak-
 43
anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan kerugian akibat 
perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 dari sisi subjek hukumnya, 
yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri; dan (ii) akibat bagi anak-anak yang lahir dari 
perkawinan dimaksud. 
[6.5] Secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat 
dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau 
kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, 
yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya; sedangkan norma hukum, 
dalam hal ini UU 1/1974, merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai 
perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat 
dipaksakan keberlakuannya oleh negara (Pemerintah). 
Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974, bagi 
wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah 
kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. Di sinilah titik krusial UU 1/1974 
terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam konteks sistem 
hukum perkawinan, perlindungan oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak 
dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan 
jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU 1/1974, yang salah 
satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 UU 1/1974). 
Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, 
negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta 
gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena 
untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu 
adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. 
[6.6] Perkawinan yang tidak didasarkan pada UU 1/1974 juga memiliki 
potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Potensi 
kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan 
bapak kandung (bapak biologis)-nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat 
dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak 
dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih 
berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga 
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selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu 
suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak-anak). Keberadaan anak 
dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak 
memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, 
misalnya, sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi 
anak, terutama kerugian secara sosial-psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah 
dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif 
peraturan perundang-undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena 
sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak 
bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. 
Potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 
1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Keberadaan 
Pasal a quo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan 
keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari 
perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan 
menurut UU 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut 
menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang 
tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum 
agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut 
menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau 
yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Dengan kata lain, potensi kerugian 
akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU 1/1974 merupakan 
risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko 
yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. 
Dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari 
suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut 
hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua 
orang tua biologisnya. 
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